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BUPATI BOYOLALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI 
NOMOR II TAHUN 2013

TENTANG

KETAHANAN PANGAN

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

BUPATI BOYOLALI,

a. bahwa pangan merupakan hak azasi manusia, oleh karenanya 
menjadi tanggung jawab pemerintah unLuk menghormati, 
melindungi dan mcmenuhinya dengan mewujudkan 
ketersediaan pangan yang cukup melalui ketahanan pangan 
yang memadai;

b. bahwa ketahanan pangan merupakan hal yang sangat penting 
dalam rangka pembangunan manusia yang berkualitas, 
mandiri, dan sejahtera melalui perwujudan ketersediaan 
pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam 
serta tersebar merata di seluruh wilayah, dan terjangkau oleh 
daya beli masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, dan 
huruf b, pcrlu menetapkan Pcraturan Daerah tentang 
Ketahanan Pangan;

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 21950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 
42);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 44v37), sebagaimana Lelah diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5.Undang-Undang...
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6.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan 
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 
227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang
Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4254);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 1 ahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan 

Ketahanan Pangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 
Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali 
Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Boyolali Nomor 125);

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN BOYOLALI 

dan
BUPATI BOYOLALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KETAHANAN PANGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Boyolali.
3. Bupati adalah Bupati Boyolali.

4.Satuan Kerja.

/
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5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan 
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4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 
Satuan Perangkat Kerja Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali 
yang mempunyai tugas pokok tertentu sesuai dengan kewenangannya.

5. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan yang selanjutnya 
disingkat BKP3 adalah Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan 
Kabupaten Boyolali.

6. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi daerah sampai 
dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, 
baik jumlah maupun mutunya, arnan, beragam, bergizi, merata, dan 
terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya 
masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara 
berkelanjutan.

7. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk 
pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, 
baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan 
atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, 
bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses 
penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

8. Ketersediaan Pangan adalah tersedianya pangan baik dari hasil produksi 
dalam daerah, maupun dari luar daerah, untuk konsumsi manusia, bahan 
baku industri, dan untuk menghadapi keadaan darurat.

9. Cadangan Pangan Daerah Kabupaten adalah Cadangan Pangan Daerah, 
merupakan persediaan pangan di daerah yang terdiri dari persediaan pangan 
kabupaten dan persediaan pangan desa.

10. Lumbung Desa adalah lumbung pangan yang dikelola oleh pemerintah desa 
dan/atau masyarakat.

11. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, 
mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau 
mengubah bentuk pangan.

12. Perdagangan Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam 
rangka penjualan dan/atau pembelian pangan, termasuk penawaran untuk 
menjual pangan, dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan 
pangan dengan memperoleh imbalan.

13. Peredaran Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam 
rangka penyaluran pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun 
tidak.

14. Pengangkutan Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam 
rangka memindahkan pangan dari satu tempat ke tempat lain dengan cara 
atau sarana angkutan apapun dalam rangka produksi, peredaran, dan/atau 
perdagangan pangan.

15. Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan konsumsi aneka ragam 
pangan dengan prinsip gizi seimbang.

16. Masalah Pangan adalah keadaan kelebihan pangan, kekurangan pangan, 
dan/atau ketidakmampuan rumah tangga dalam rnemenuhi kebutuhan 
pangan.

17. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam 
kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan 
tepat di luar prosedur biasa.

18. Terjangkau...« 
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18,

19.

20,

21.

22.

23,

24.

25,

26,

27,

28,

29,

30,

31

32

33,

Terjangkau adalah keadaan di mana rumah tangga secara berkelanjutan 
mampu mengakses pangan sesuai dengan kebutuhan, untuk hidup yang sehat 
dan produktif.
Sedap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang 
berbentuk badan hukum maupun tidak.
Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi sebagai sumber karbohidrat, 
protein, vitamin dan mineral oleh masyarakat di Kabupaten Boyolali sesuai 
dengan potensi dan kearifan lokal daerah.
Pangan Segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat 
dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan 
pangan.
Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau 
metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan.
Bahan Tambahan Pangan adalah bahan atau campuran bahan yang secara 
alami bukan merupakan bagian dari bahan baku pangan, tetapi ditambahkan 
ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan.
Pangan Olahan Tertentu adalah pangan olahan untuk konsumsi bagi 
kelompok tertentu dalam upaya memelihara dan meningkatkan kualitas 
kesehatan kelompok tersebut.
Sistem Pangan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengaturan, 
pembinaan, dan/atau pengawasan terhadap kegiatan atau proses produksi 
pangan dan peredaran pangan sampai dengan siap dikonsumsi manusia.
Pangan Siap Saji adalah makanan dan/atau minuman yang sudah diolah dan 
siap untuk langsung disajikan di tempat usaha atau di luar tempat usaha atas 
dasar pesanan.
Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah 
pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat 
mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.
Persyaratan Keamanan Pangan adalah kriteriakan ketentuan-ketentuan lain 
yang hams dipenuhi untuk mencegah pangan dari kemungkinan adanya 
bahaya, baik karena cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat 
mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.
Sanitasi Pangan adalah upaya untuk peneegahan terhadap kemungkinan 
bertumbuh dan berkembang biaknya Jasad renik pembusuk dan kriteria dalam 
makanan, minuman, peralatan dan bangunan yang dapat merusak pangan 
dan membahayakan manusia.
Persyaratan Sanitasi adalah standar kebcrsihan dan kesehatan yang harus 
dipenuhi sebagai upaya mematikan atau mencegah hidupnya jasad renik 
kriteria dan mengurangi jumlah jasad renik lainnya agar pangan yang 
dihasilkan dan dikonsumsi tidak membahayakan kesehatan dan jiwa manusia.
Industri Rumah Tangga Pangan adalah perusahaan pangan yang memiliki 
tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual 
hingga semi otomatis.
Kemasan Pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan atau 
membungkus pangan baik yang bcrsentuhan langsung dengan pangan 
maupun tidak.
Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan 
pangan, kandungan gizi dan standar perdagangan terh^idap bahan makanan, 
makanan dan minuman.

34. Gizi Pangan...
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18. Terjangkau adalah keadaan di mana rumah tangga secara berkelanjutan 
mampu mengakses pangan sesuai dengan kebutuhan, untuk hidup yang sehat 
dan produktif. 

19. Setiap Orang adalah orang perseorangan a tau badan usaha, baik yang 
berbentuk badan hukum maupun tidak. 

20. Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi sebagai sumber karbohidral, 
protein, vitamin dan mineral oleh masyarakat di Kabupaten Boyolali sesuai 
dengan potensi dan kearifan lokal daerah. 

21. Pangan Segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat 
dikonsumsi langsung dan/a tau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan 
pangan. 

22. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau 
metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan. 

23. Bahan Tambahan Pangan adalah bahan atau campuran bahan yang secara 
alami bukan merupakan bagian dari bahan baku pangan, tetapi ditambahkan 
ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan. 

24. Pangan Olahan Tertentu adalah pangan olahan untuk konsumsi bagi 
kelompok tertentu dalam upaya memelihara dan meningkatkan kualitas 
kesehatan kelompok tersebut. 

25. Sistem Pangan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengaturan, 
pembinaan, dan/atau pengawasan terhadap kegiatan atau proses produksi 
pangan dan peredaran pangan sampai dengan siap dikonsumsi manusia. 

26. Pangan Siap Saji adalah makanan dan/atau minuman yang sudah diolah dan 
siap untuk langsung disajikan di tempat usaha atau di luar tempat usaha atas 
dasar pesanan. 

27. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah 
pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat 
mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia. 

28. Persyaratan Keamanan Pangan adalah kriteriakan ketentuan-ketentuan lain 
yang harus dipenuhi untuk mencegah pangan dari emungkinan adanya 
bahaya, baik karena cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat 
mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia. 

29. Sanitasi Pangan adalah upaya untuk pencegahan terhadap kemungkinan 
bertumbuh dan berkem bang biaknya jasad renik pembusuk dan kriteria dalam 
makanan, minuman, peralatan dan bangunan yang dapat merusak pangan 
dan membahayakan manusia. 

30. Persyaratan Sanitasi adalah standar kebersihan dan keschatan yang harus 
dipenuhi scbagai upaya mematikan atau mencegah hidupnya jasad renik 
kriteria dan mengurangi jumlah jasad renik lainnya agar pangan yang 
dihasilkan dan dikonsumsi tidak membahayakan kesehatan dan jiwa manusia. 

31. Industri Rumah Tangga Pangan adalah perusahaan pangan yang memiliki 
tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual 
hingga semi otomatis. 

32. Kemasan Pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan atau 
membungkus pangan baik yang bersentuhan langsung dengan pangan 
maupun tidak. 

33. Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan 
pangan, kandungan gizi dan standar perdagangan terhadap bahan makanan, 
makanan dan minuman. 

34. Gizi Pangan ... 
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34. Gizi Pangan adalah zat atau senyawa yang terdapat dalarn pangan yang terdiri 
atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral serta turunannya yang 
bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.

35. Sertifikasi MUtu Pangan adalah rangkaian kegiatan sertifikat terhadap pangan 
yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

36. Sertifikat Mutu Pangan adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga 
sertifikasi/laboratorium yang telah diakreditasi yang menyatakan bahwa 
pangan tersebut telah memenuhi kriteria tertentu dalam standar mutu pangan 
yang bersangkutan.

BAB 11
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu 
Tujuan

Pasal 2
Penyelenggaraan Ketahanan Pangan di dacrah bertujuan untuk.
a. meningkatkan kemampuan memproduksi pangan secara mandiri;
b. menyediakan pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan 

keamanan, mutu, dan gizi bagi konsumsi masyarakat;
c. mewujudkan tingkat keeukupan pangan, terutama pangan pokok dengan 

harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat,
d. mempermudah atau meningkatkan akses pangan bagi masyarakat, terutama 

masyarakat rawan pangan dan gizi;
e. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pangan yang 

aman, bermutu, dan bergizi bagi konsumsi masyarakat;
f. meningkatkan kesejahteraan bagi petani, nelayan/pernbudi daya ikan, dan 

pelaku usaha pangan; dan
g. melindungi dan mengembangkan kekayaan sumber daya daerah.

Bagian Kedua 
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi.
a. kelembagaan;
b. ketersediaan pangan;
c. cadangan pangan;
d. penganekaragaman pangan;
e. pencegahan dan penanggulangan masalah pangan;
f. keamanan pangan;
g. mutu dan gizi pangan;
h. pemasukan pangan ke dalam wilayah daerah;
i. pengawasan dan pembinaan;
j. peran serta masyarakat; dan

k. pengembangan...

/
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34. Gizi Pangan adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam pangan yang terdiri 
alas karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral serta turunannya yang 
bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia. 

35. Sertfikasi Mutu Pangan adalah rangkaian kegiatan sertifikat terhadap pangan 
yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. 

36. Sertifikat Mutu Pangan adalah jaminan Lertulis yang diberikan oleh lembaga 
sertifikasi/laboratorium yang tclah diakreditasi yang menyatakan bahwa 
pangan tersebut telah memenuhi kriteria tertentu dalam standar mutu pangan 
yang bersangku tan. 

BAB II 
TUJUAN DAN RUANO LINGKUP 

Bagian Kesatu 
Tujuan 

Pasal 2 

Penyelenggaraan Ketahanan Pangan di daerah bertujuan untuk: 
a. meningkatkan kemampuan memproduksi pangan secara mandiri; 
b. menyediakan pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan 

keamanan, mutu, dan gizi bagi konsumsi masyarakat; 
c. mewujudkan tingkat kecukupan pangan, Lcrutama pangan pokok dengan 

harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat; 
d. mempermudah atau meningkatkan akses pangan bagi masyarakat, terutama 

masyarakat rawan pangan dan gizi; 
e. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pangan yang 

aman, bermutu, dan bergizi bagi konsumsi masyarakat; 
f. meningkatkan kesejahteraan bagi petani, nelayan/pembudi daya ikan, dan 

pelaku usaha pangan; dan 
g. melindungi dan mengembangkan kekayaan sumber daya daerah. 

Bagian Kedua 
Ruang Lingkup 

Pasal 3 

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Oaerah ini meliputi: 
a. kelembagaan; 
b. ketersediaan pangan; 
c. cadangan pangan; 
d. penganekaragaman pangan; 
e. pencegahan dan penanggulangan masalah pangan; 
f. keamanan pangan; 
g. mu tu dan gizi pa ngan; 
h. pemasukan pangan ke dalam wilayah daerah; 
i. pengawasan dan pembinaan; 
J. peran serta masyarakat; dan 

k. pen gem bangan ... 

h 
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k. pengembangan sumber daya manusia.

BAB III
KELEMBAGAAN

Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas penyelenggaraan ketahanan 
pangan di daerah.

(2) Penyelenggaraan ketahanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
diwujudkan melalui penyediaan pangan yang eukup, baik jumlah maupun 
mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak 
bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat 
hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

(3) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD 
terkait yang dikoordinasikan oleh BKP3 dan dapat melibatkan unsur 
masyarakat.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata eara pelibatan masyarakat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
KETERSEDIAAN PANGAN 

Pasal 5
(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan pangan dan 

pengembangan produksi pangan lokal di daerah.
(2) Dalam mewujudkan ketersediaan pangan melalui pengembangan pangan lokal, 

Pemerintah Daerah menetapkan jenis pangan lokalnya.
(3) Penyediaan pangan diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi 

pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan seeara 
berkelanjutan.

(4) Untuk mewujudkan ketersediaan pangan melalui produksi pangan dalam 
negeri dilakukan dengan:
a. mengembangkan produksi pangan yang bertumpu pada sumber daya, 

kelembagaan, dan budaya lokal;
b. mengembangkan efisiensi sistem usaha pangan;
e. mengembangkan sarana, prasarana, dan teknologi untuk produksi, 

penanganan paseapanen, pengolahan, dan penyimpanan Pangan;
d. membangun, merehabilitasi, dan mengembangkan prasarana produksi 

pangan;
e. mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif; dan
f. membangun kawasan sentra produksi pangan.

(5) Pemerintah Daerah mengusulkan kepada Pemerintah untuk menetapkan 
sentra Produksi Pangan Lokal.

Pasal 6...
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k. pengembangan sumber daya manusia. 

BAB III 
KELEMBAGAAN 

Pasal 4 

(1) Pemerintah Dacrah bertanggungjawab atas penyelenggaraan ketahanan 
pangan di daerah. 

(2) Penyelenggaraan ketahanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
diwujudkan melalui penyediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun 
mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak 
bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat 
hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. 

(3) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD 
terkait yang dikoordinasikan oleh BKP3 dan dapat melibatkan unsur 
masyarakal. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelibatan masyarakat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati. 

BAB IV 
KETERSED!AAN PANGAN 

Pasal 5 

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan pangan dan 
pengembangan produksi pangan lokal di daerah. 

(2) Dalam mewujudkan ketersediaan pangan melalui pengem bangan pangan lokal, 
Pemerintah Daerah menetapkan jenis pangan lokalnya. 

(3) Penyediaan pangan diwujudkan untuk memcnuhi kebutuhan dan konsumsi 
pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan secara 
berkelanjutan. 

(4) Untuk mewujudkan ketersediaan pangan melalui produksi pangan dalam 
negeri dilakukan dengan: 
a. mengembangkan produksi pangan yang bertumpu pada sumber daya, 

kelembagaan, dan budaya lokal; 
b. mengembangkan efisiensi sistem usaha pangan; 
c. mengembangkan sarana, prasarana, dan teknologi untuk produksi, 

penanganan pascapanen, pengolahan, dan penyimpanan Pangan; 
d. membangun, merehabilitasi, dan mengembangkan prasarana produksi 

pangan; 
e. mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif; dan 
f. membangun kawasan sentra produksi pangan. 

(5) Pemerintah Daerah mengusulkan kepada Pemerintah untuk menetapkan 
sentra Produksi Pangan Lokal. 

Pasal 6 ... 
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Pasal 6
(1) Sumber penyediaan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) 

berasal dari produksi pangan di daerah, cadangan pangan, dan pemasukan 
pangan.

(2) Sumber penyediaan pangan diutamakan berasal dari produksi pangan dalam 
daerah.

(3) Cadangan pangan daerah dilakukan untuk mengantisipasi kekurangan 
pangan, kelebihan pangan, gejolak harga dan/alau keadaan darurat.

(4) Pemasukan pangan dilakukan apabila produksi pangan dalam daerah dan 
cadangan pangan tidak mencukupi kebutuhan konsumsi dengan tetap 
memperhatikan kepentingan produksi daerah.

(5) Pelaksanaan pemasukan pangan scsuai ketentuan peraturan perundang- 
undangan.

Pasal 7
(1) Dalam rangka pemerataan ketersediaan pangan dilakukan distribusi pangan 

ke seluruh wilayah sampai tingkat rumah tangga.
(2) Untuk mewujudkan distribusi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan dengan:
a. mengembangkan sistem distribusi pangan yang menjangkau seluruh 

wilayah secara efisien;
b. mengelola sistem distribusi pangan yang dapat mempertahankan 

keamanan, mutu dan gizi pangan; dan
c. menjamin keamanan distribusi pangan.

BAB V
CADANGAN PANGAN

Bagian Kesatu 
Cadangan Pangan Daerah

Pasal8

(1) Pemerintah Daerah mengelola cadangan pangan daerah yang diperoleh dari 
cadangan pangan yang berasal dari dalam dan luar daerah.

(2) Pengelolaan cadangan pangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dengan:
a. menginventarisasi cadangan pangan;
b. melakukan prakiraan kekurangan pangan dan/atau keadaan darurat;
c. menyelenggarakan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan 

pangan.
(3) Pengelolaan cadangan pangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

ditetapkan secara berkala dan dilakukan secara terkoordinasi mulai dari 
penetapan cadangan pangan Pemerintah Desa sampai dengan Pemerintah 
Daerah.

Pasal 9..,

/
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Pasal 6 

( 1) Sumber penyediaan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) 
berasal dari produksi pangan di dacrah, cadangan pangan, dan pcmasukan 
pangan. 

(2) Sumber penyediaan pangan diutamakan berasal dari produksi pangan dalam 
daerah. 

(3) Cadangan pangan daerah dilakukan untuk mengantisipasi kekurangan 
pangan, kelebihan pangan, gejolak harga dan/atau keadaan darurat. 

(4) Pemasukan pangan dilakukan apabila produksi pangan dalam daerah dan 
cadangan pangan tidak mencukupi kebutuhan konsumsi dengan tetap 
memperhatikan kepentingan produksi daerah. 

(5) Pelaksanaan pemasukan pangan scsuai ketentuan peraturan perundang 
undangan. 

Pasal 7 

(1) Dalam rangka pemerataan ketersediaan pangan dilakukan distribusi pangan 
ke seluruh wilayah sampai tingkat rumah tangga. 

(2) Untuk mewujudkan distribusi pangan scbagaimana dimaksud pada ayal (1) 
dilakukan dengan: 
a. mengembangkan sistem distribusi pangan yang menjangkau seluruh 

wilayah secara efisien; 
b. mengelola sistem distribusi pangan yang dapat mempertahankan 

keamanan, mutu dan gizi pangan; dan 
c. menjamin keamanan dislribusi pangan. 

BAB V 
CADANGAN PANGAN 

Bagian Kesatu 
Cadangan Pangan Daerah 

Pasal 8 

(1) Pemerintah Daerah mengelola cadangan pangan daerah yang diperoleh dari 
cadangan pangan yang berasal dari dalam dan luar daerah. 

(2) Pengelolaan cadangan pangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) 
dilakukan dengan: 
a. menginventarisasi cadangan pangan; 
b. melakukan prakiraan kekurangan pangan dan/ a tau keadaan darurat; 
c. menyelenggarakan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan 

pangan. 
(3) Pengelolaan cadangan pangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

ditetapkan secara berkala dan dilakukan secara terkoordinasi mulai dari 
penetapan cadangan pangan Pemerintah Desa sampai dengan Pemerintah 
Daerah. 

Pasal 9 ... 

I 



(1)

(2)

(3)

Pasal 9
Penyelenggaraan pengadaan pangan daerah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 8 ayat (2) huruf c, disesuaikan dengan rencana penggantian dan 
penyegaran cadangan pangan, dilakukan dengan cara:
a. secara periodik sesuai daya tahan simpan dan besaran iumlah yang 

disalurkan;
d. mengutamakan pembelian bahan pangan dari petani setempat.
Pengelolaan cadangan pangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
ayat (2) huruf c, dilakukan oleh BKP3.
Penyaluran cadangan pangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
ayat (2) huruf c, dilakukan dengan:
a. mekanisme yang disesuaikan dengan kondisi wilayah dan rumah tangga;
b. tidak merugikan masyarakat konsumen dan produsen; dan
c. memperioritaskan keadaan dan kondisi tertentu yang bersifat 

mendesak/darurat.

Bagian Kedua 
Cadangan Pangan Desa

Pasal 10
Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Lumbung Desa sebagai wadah 
cadangan pangan desa.

Paragraf 1 
Perencanaan

(1)

(2)

Pasal 1 1
Perencanaan cadangan pangan pemerintah desa, dilakukan oleh pemerintah 
desa melalui kegiatan:
a. inventarisasi cadangan pangan;
b. penghitungan kebutuhan pangan;
c. prakiraan kekurangan pangan dan/atau keadaan darurat; dan
d. penganggaran.
Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setiap 
2 (dga) bulan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 12
Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 dilaksanakan;
a. pada setiap desa;
b. berdasarkan satuan wilayah unit desa dalam satu kecarnatan sesuai dengan 

kondisi wilayah masing-masing; dan/atau
c. memperhatikan potensi desa dengan didukung sumber daya alam sebagai 

pusat produksi pangan, dan ketersediaan lumbung desa yang dilengkapi 
dengan sarana serta prasarana yang memadai.

Pasal 13...

f
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Pasal 9 
(1) Penyelenggaraan pengadaan pangan daerah sebagaimena dimaksud dalam 

Pasal 8 aya t (2) huruf c, disesuaikan dengan rencana penggantian dan 
penyegaran cadangan pangan, dilakukan dengan cara: 
a. secara periodik sesuai daya tahan simpan dan besaran jumlah yang 

disalurkan; 
d. mengutamakan pembelian bahan pangan dari petani setempat. 

(2) Pengelolaan cadangan pangan dacrah scbagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
ayat (2) huruf c, dilakukan oleh BKP3. 

(3) Penyaluran cadangan pangan daerah scbagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
ayat (2) huruf c, dilakukan dcngan: 
a. mekanisme yang disesuaikan dengan kondisi wilayah dan rumah tangga; 
b. tidak merugikan masyarakat konsumen dan produsen; dan 
c. memperioritaskan keadaan dan kondisi tertentu yang bersifat 

mendesak/ darurat. 

Bagian Kedua 
Cadangan Pangan Desa 

Pasal 10 

Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Lumbung Desa scbagai wadah 
cadangan pangan desa. 

Paragraf 1 
Perencanaan 

Pasal 1 1 

(1) Perencanaan cadangan pangan pemerintah desa, dilakukan oleh pemerintah 
desa melalui kegiatan: 
a. inventarisasi cadangan pangan; 
b. penghitungan kebutuhan pangan; 
c. prakiraan kekurangan pangan dan/atau keadaan darurat; dan 
d. penganggaran. 

(2) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayal (1), dilakukan setiap 
3 (tiga) bulan dan ditetapkan dengan Kcputusan Kepala Desa. 

Pasal 12 

Kegiatan percncanaan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan: 
a. pada setiap desa; 
b. berdasarkan satuan wilayah unit desa dalam satu kecamatan sesuai dengan 

kondisi wilayah masing-masing; dan/ atau 
c. memperhatikan potensi desa dengan didukung sumber daya alam sebagai 

pusat produksi pangan, dan ketersediaan lumbung desa yang dilcngkapi 
dengan sarana serta prasarana yang memadai. 

Pasal 13... 



Pasal 13
(1) Penetapan kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, 

berdasarkan:
a. datajumlah penduduk;
b. kebutuhan konsumsi pangan setiap 4 (empat) bulan;
c. ketersediaan cadangan pangan pemerintah desa dan masyarakat desa;
d. frekuensi dan/atau perkiraan terjadinya bencana; dan
e. bentuk atau jenis bahan pangan.

(2) Kebutuhan dan ketersediaan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b dan huruf c, dalam bentuk uang atau natura.

Pasal 14
Untuk menjaga cadangan pangan Pemerintah Desa dalam jurnlah dan mutu sesuai 
dengan standar yang berlaku, dilakukan perencanaan, penggantian dan penyegaran 
cadangan pangan berdasarkan kesepakatan warga/anggota masyarakat.

Paragraf 2 
Pengadaan

Pasal 15
Pengadaan cadangan pangan Pemerintah Desa disesuaikan dengan rencana 
penggantian dan penyegaran cadangan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
14 yang dilakukan:
a. secara periodik sesuai daya tahan simpan dan besaran jurnlah yang 

disalurkan;
b. dengan mengutamakan pembelian bahan pangan dari petani setempat atau 

desa-desa sekitarnya.

Paragraf 3 
Penyaluran

Pasal 16
Penyaluran cadangan pangan Pemerintah Desa, dilakukan:
a. minimal 2,5% (dua koma lima per seratus) dari jurnlah pangan yang tersedia 

dan/atau disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan; dan
b. untuk penanganan keadaan darurat, rawan pangan, dan gejolak harga di 

tingkat masyarakat desa.

Pasal 17
Prioritas sasaran penyaluran cadangan pangan Pemerintah Desa, meliputi:
a. Rumah Tangga Miskin (RTM);
b. Lanjut Usia (Lansia); dan
c. masyarakat umum sebagai akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial, 

anak balita kurang gizi, anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Pasal 18...

$ 
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Pasal 13 

(1) Penetapan kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, 
berdasarkan: 
a. data jumlah penduduk; 
b. kebutuhan konsumsi pangan setiap 4 (empat) bulan; 
c. ketersediaan cadangan pangan pemerintah desa dan masyarakat desa; 
d. frekuensi dan/atau perkiraan terjadinya bencana; dan 
e. bentuk a tau jenis bahan pangan. 

(2) Kebutuhan dan ketersediaan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b dan huruf c, dalam bentuk uang atau natura. 

Pasal 14 

Untuk menjaga cadangan pangan Pemerintah Desa dalam jumlah dan mutu sesuai 
dengan standar yang berlaku, dilakukan perencanaan, penggentian dan penyegaran 
cadangan pangan berdasarkan kesepakatan warga/ anggota masyarakat. 

Paragraf 2 
Pengadaan 

Pasal 15 

Pengadaan cadangan pangan Pemerintah Desa disesuaikan dengan rencana 
penggantian dan penyegaran cadangan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
14 yang dilakukan: 
a. secara periodik sesuai daya tahan simpan dan besaran jumlah yang 

disalurkan; 
b. dengan mengutamakan pembelian bahan pangan dari petani setempat atau 

desa-desa sekitarnya. 

Paragraf 3 
Penyaluran 

Pasal 16 

Penyaluran cadangan pangan Pemerintah Desa, dilakukan: 
a. minimal 2,5% (dua koma lima per seratus) dari jumlah pangan yang tersedia 

dan/ atau disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan; dan 
b. untuk penanganan keadaan darurat, rawan pangan, dan gejolak harga di 

tingkat masyarakat desa. 

Pasal 17 

Prioritas sasaran penyaluran cadangan pangan Pemerintah Desa, meliputi: 
a. Rumah Tangga Miskin (RTM); 
b. Lanjut Usia (Lansia); dan 
c. masyarakat umum sebagai akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial, 

anak balita kurang gizi, anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui. 

Pasal 18 ... 
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Pasal 18
(1) Dalam penyaluran pangan kepada Rumah Tangga Miskin sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, Pemerintah Desa terlebih dahulu 
melakukan pendataan.

(2) Data dimaksud pada ayat (1), dilaporkan secara berjenjang antar satuan 
organisasi pemerintahan.

Pasal 19
Penyaluran cadangan pangan kepada kelompok sasaran dan penanganan gejolak 
harga dilakukan oleh Kepala Desa berkoordinasi dengan Bupati, melalui Camat dan 
BKP3.

Paragraf 4 
Pengelolaan

Pasal 20
(1) Pengelolaan cadangan pangan pemerintah desa dilakukan oleh Lumbung 

Pangan Desa yang dibentuk oleh Pemerintah Desa dan/atau masyarakat.
(2) Pengelolaan cadangan pangan pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), dilakukan secara transparan, akuntabel dan mandiri.

Pasal 21
(1) Dalam pengelolaan unit usaha pangan desa, Pemerintah Desa dapat menunjuk 

anggota masyarakat setempat untuk:
a. mengadakan dan menyalurkan cadangan pangan; dan
b. mengelola dan/atau mengembangkan kemajuan Unit Usaha Pangan Desa.

(2) Penunjukan anggota masyarakat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), dengan mempertimbangkan:
a. kemampuan; dan
b. pengalaman di bidang manajemen.

(3) Penunjukan anggota masyarakat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 22
Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa dapat menugaskan badan usaha 
yang bergerak dibidang pangan untuk mengadakan dan mengelola cadangan 
pangan tertentu yang bersifat pokok sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Cadangan Pangan Masyarakat 

Pasal 23
(1) Masyarakat mempunyai hak dan kesempatan scluas-luasnya dalam upaya 

mewujudkan cadangan pangan masyarakat.

(2) Cadangan...
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Pasal 18 

(1) Dalam penyaluran pangan kepada Rumah Tangga Miskin sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, Pemerintah Desa terlebih dahulu 
melakukan pendataan. 

(2) Data dimaksud pada ayat (1), dilaporkan secara berjenjang antar satuan 
organisasi pemerintahan. 

Pasal 19 

Penyaluran cadangan pangan kepada kelompok sasaran dan penanganan gejolak 
harga dilakukan oleh Kepala Dcsa berkoordinasi dengan Bupati, mclalui Camat dan 
BKP3. 

Paragraf 4 
Pengelolaan 

Pasal 20 

(1) Pengelolaan cadangan pangan pemerintah desa dilakukan oleh Lumbung 
Pangan Desa yang dibentuk olch Pemerintah Desa dan/atau masyarakat. 

(2) Pengelolaan cadangan pangan pemcrintah desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), dilakukan secara transparan, akuntabel dan mandiri. 

Pasal 21 

(1) Dalam pengelolaan unit usaha pangan desa, Pemerintah Desa dapat menunjuk 
anggota masyarakat setempat untuk: 
a. mengadakan dan menyalurkan cadangan pangan; dan 
b. mengelola dan/ atau mengembangkan kemajuan Unit Usaha Pangan Desa. 

(2) Penunjukan anggota masyarakat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), dengan mempertimbangkan: 
a. kemampuan; dan 
b. pengalaman di bi dang manajemen. 

(3) Penunjukan anggota masyarakat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. 

Pasal 22 
Pemerintah Dae rah dan/ a tau Pemerin Lah Desa dapat menugaskan badan usaha 
yang bergerak dibidang pangan untuk mengadakan dan mengelola cadangan 
pangan tertentu yang bersifat pokok sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Bagian Ketiga 
Cadangan Pangan Masyarakat 

Pasal 23 

• (l) Masyarakat mempunyai hak dan kesempatan seluas-luasnya dalam upaya 
mewujudkan cadangan pangan masyarakat. 

(2) Cadangan ... 

f 
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(2) Cadangan pangan masyarakat sebagaimana dimaksud pa da ayat (1) dilakukan 
secara mandiri serta sesuai dengan kemampuan masyarakat.

BAB VI
PENGANEKARAGAMAN PANGAN 

Pasal 24
(1) Penganekaragaman pangan diselenggarakan untuk meningkatkan ketahanan 

pangan dengan memperhatikan sumber daya, kelembagaain dan budaya lokal.
(2) Penganekaragaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

dengan:
a. meningkatkan keanekaragaman pangan;
b. mengembangkan teknologi pengolahan dan produk pangan;
c. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi aneka ragam 

pangan dengan prinsip gizi seimbang.

BAB VII
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN 

MASALAH PANGAN

Bagian Kesatu
Peneegahan Masalah Pangan 

Pasal 25
(1) Peneegahan masalah pangan diselenggarakan untuk menghindari terjadinya 

masalah pangan.
(2) Peneegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

a. memantau, menganalisis, dan mengevaluasi ketersediaan pangan;
b. memantau, menganalisis, dan mengevaluasi faktor yang mempengaruhi 

ketersediaan pangan; dan
c. mereneanakan dan melaksanakan program peneegahan masalah pangan.

Bagian Kedua
Penanggulangan Masalah Pangan 

Pasal 26
(1) Penanggulangan masalah pangan diselenggarakan untuk menanggulangi 

terjadinya kelebihan pangan, kekurangan pangan, dan/atau ketidakmampuan 
rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan.

(2) Penanggulangan masalah pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dengan:
a. pengeluaran pangan apabila terjadi kelebihan;
b. peningkatan produksi dan/atau pemasukan pangan apabila terjadi 

kekurangan;
c. penyaluran pangan secara khusus apabila terjadi ketidakmampuan rumah 

tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan; dan

d. melaksanakan.

/
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(2) Cadangan pangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
secara mandiri serta sesuai dengan kemampuan masyarakat. 

BAB VI 
PENGANEKARAGAMANPANGAN 

Pasal 24 

(1) Penganekaragaman pangan diselenggarakan untuk meningkatkan ketahanan 
pangan dengan memperhatikan sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal. 

(2) Penganekaragaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
dengan: 
a. meningkatkan keanekaragaman pangan; 
b. mengembangkan teknologi pengolahan dan produk pangan; 
c. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi aneka ragam 

pangan dengan prinsip gizi seimbang. 

BAB VII 
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN 

MASALAH PANGAN 

Bagian Kesatu 
Pencegahan Masalah Pangan 

Pasal 25 

(1) Pencegahan masalah pangan diselenggarakan untuk menghindari terjadinya 
masalah pangan. 

(2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: 
a. memantau, menganalisis, dan mengevaluasi ketersediaan pangan; 
b. memantau, menganalisis, dan mengevaluasi faktor yang mempengaruhi 

ketersediaan pangan; dan 
c. merencanakan dan melaksanakan program pencegahan masalah pangan. 

Bagian Kedua 
Penanggulangan Masalah Pangan 

Pasal 26 

(1) Penanggulangan masalah pangan diselenggarakan untuk menanggulangi 
terjadinya kelebihan pangan, kekurangan pangan, dan/ atau ketidakmampuan 
rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan. 

(2) Penanggulangan masalah pangan sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) 
dilakukan dengan: 
a. pengeluaran pangan apabila terjadi kelebihan; 
b. peningkatan produksi dan/ a tau pemasukan pangan apabila terjadi 

kekurangan; 
c. penyaluran pangan secara khusus apabila terjadi ketidakmampuan rumah 

tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan; dan 

d. melaksanakan... 

% 
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d. melaksanakan bantuan pangan kepada penduduk miskin.

BAB VIII
KEAMANAN PANGAN

Bagian Kesatu 
Sanitasi

Pasal 27
(1) Setiap orang yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan pada 

rantai pangan yang meliputi proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, 
dan peredaran pangan wajib memenuhi persyaratan sanitasi sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan.

(2) Persyaratan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut 
oleh SKPD yang membidangi urusan kesehatan yang meliputi antara Iain:
a. sarana dan/atau prasarana;
b. penyelenggaraan kegiatan; dan
c. orang perseorangan.

Pasal 28
Pemenuhan persyaratan sanitasi di seluruh kegiatan rantai pangan dilakukan 
dengan cara menerapkan pedoman cara yang baik yang meliputi:
a. eara budidaya yang baik;
b. eara produksi pangan segar yang baik;
c. cara produksi pangan olahan yang baik;
d. cara distribusi pangan yang baik;
e. cara ritel pangan yang baik; dan
f. cara produksi pangan siap saji yang baik.

Pasal 29
(1) Pedoman cara budidaya yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 

huruf a adalah cara budidaya yang memperhatikan aspek keamanan pangan, 
antara lain dengan cara:
a. mencegah penggunaan lahan berpotensi mengancam keamanan pangan;
b. mengendalikan cemaran biologis, hama dan penyakit hewan dan tanaman 

yang mengancam keamanan pangan; dan
c. menekan seminimal mungkin, residu kimia yang terdapat dalam bahan 

pangan sebagai akibat dari penggunaan pupuk, obat pengendali hama dan 
penyakit, bahan pemacu pertumbuhan dan obat hewan yang tidak tepat 
guna.

(2) Pedoman cara budidaya yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan oleh SKPD yang membidangi urusan pertanian, peternakan, 
perikanan, kehutanan dan/atau perkebunan sesuai dengan bidang tugas dan 
kewenangan masing-masing.

Pasal 30...

/
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d. melaksanakan bantuan pangan kepada penduduk miskin. 

BAB VIII 
KEAMANAN PANGAN 

Bagian Kesatu 
Sanitasi 

Pasal 27 

( 1) Setiap orang yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan pada 
rantai pangan yang meliputi proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, 
dan peredaran pangan wajib memenuhi persyaratan sanitasi sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(2) Persyaratan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) diatur lebih lanjut 
oleh SKPD yang membidangi urusan keschatan yang meliputi antara lain: 
a. sarana dan/ a tau prasarana; 
b. penyelenggaraan kegiatan; dan 
c. orang perseorangan. 

Pasal 28 

Pemenuhan persyaratan sanitasi di seluruh kegiatan rantai pangan dilakukan 
dengan cara menerapkan pedoman cara yang baik yang meliputi: 
a. cara budidaya yang baik; 
b. cara produksi pangan segar yang baik; 
c. cara produksi pangan olahan yang baik; 
d. cara distribusi pangan yang baik; 
e. cara ritel pangan yang baik; dan 
f. cara produksi pangan siap saji yang baik. 

Pasal 29 

(1) Pedoman cara budidaya yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 
huruf a adalah cara budidaya yang memperhatikan aspek keamanan pangan, 
antara lain dengan cara: 
a. mencegah penggunaan lahan berpotensi mengancam keamanan pangan; 
b. mengendalikan cemaran biologis, hama dan penyakit hewan dan tanaman 

yang mengancam keamanan pangan; dan 
c. menekan seminimal mungkin, residu kimia yang terdapat dalam bahan 

pangan scbagai akibat dari penggunaan pupuk, obat pengendali hama dan 
penyakit, bahan pemacu pertumbuhan dan obat hewan yang tidak tepat 
guna. 

(2) Pedoman cara budidaya yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan oleh SKPD yang membidangi urusan pertanian, peternakan, 
perikanan, kehutanan dan/ atau perkebunan sesuai dengan bidang lugas dan 
kewenangan masing-masing. 

Pasal 30 ... 
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Pasal 30
(1) Pedoman cara produksi pangan segar yang baik sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 28 huruf b adalah cara penanganan yang memperhatikan aspek-aspek 
keamanan pangan, antara lain dengan cara:
a. mencegah tercemarnya pangan segar oleh cemaran biologis, kimia dan 

benda lain yang mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan 
dari udara, tanah, air, pakan, pupuk, pestisida, obat hewan atau bahan 
lain yang digunakan dalam produksi pangan segar; aiau

b. mengendalikan kesehatan hewan dan tanaman agar tidak mengancam 
keamanan pangan atau tidak berpengaruh negatif terhadap pangan segar.

(2) Pedoman cara produksi pangan segar yang baik sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditetapkan oleh SKPD yang membidangi urusan pertanian, peternakan, 
perikanan, kehutanan dan/atau perkebunan sesuai dengan bidang tugas dan 
kewenangan masing-masing.

Pasal 31
(1) Pedoman cara produksi pangan olahan yang baik sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 28 huruf c adalah cara produksi yang memperhatikan aspek 
keamanan pangan, antara lain dengan cara:
a. mencegah tercemarnya pangan olahan oleh cemaran biologis, kimia dan 

benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan 
kesehatan;

b. mematikan atau mencegah hidupnya jasad renik patogen, serta 
mengurangi jumlah jasad renik lainnya; dan

c. mengendalikan proses, antara lain pemilihan bahan baku, penggunaan 
bahan tambahan pangan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan atau 
pengangkutan.

(2) Pedoman cara produksi pangan olahan yang baik sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditetapkan oleh I3tvP3 dan 81\P1Z) vang membidangi urusan kesehatan 
sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing.

(3) Pedoman cara produksi pangan olahan yang baik sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) untuk pangan olahan tertentu ditetapkan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.

Pasal 32
(1) Pedoman cara distribusi pangan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

28 huruf d adalah cara distribusi yang memperhatikan aspek keamanan 
pangan, antara lain dengan cara:
a. melakukan cara bongkar muat pangan yang tidak menyebabkan 

kerusakan pada pangan;
b. mengendalikan kondisi lingkungan, distribusi dan penyimpanan pangan 

khususnya yang berkaitan dengan suhu, kclembaban, dan tekanan udara; 
dan

c. mengendalikan sistem pcncataLan yang menjamin penelusuran kembali 
pangan yang didistribusikan.

(2) Pedoman cara distribusi pangan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) ditetapkan oleh BKP3 dan SKPD yang membidangi urusan kesehatan sesuai 
dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing.

Pasal 33...
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Pasal 30 

(1) Pedoman cara produksi pangan segar yang baik scbagaimana dimaksud dalam 
Pasal 28 huruf b adalah cara penanganan yang memperhatikan aspek-aspek 
keamanan pangan, antara lain dengan cara: 
a. mencegah tercemarnya pangan segar oleh cemaran biologis, kimia dan 

benda lain yang mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan 
dari udara, tanah, air, pakan, pupuk, pestisida, obat hewan atau bahan 
lain yang digunakan dalam produksi pangan segar; aau 

b. mengendalikan kesehatan hewan dan tanaman agar tidak mengancam 
keamanan pangan atau tidak berpengaruh negatif terhadap pangan segar. 

(2) Pedoman cara produksi pangan segar yang baik sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditetapkan oleh SKPD yang membidangi urusan pertanian, peternakan, 
perikanan, kehutanan dan/atau perkebunan sesuai dengan bidang tugas dan 
kewenangan masing-masing. 

Pasal 31 

(I) Pedoman cara produksi pangan olahan yang baik scbagaimana dimaksud 
dalam Pasal 28 huruf c adalah cara produksi yang memperhatikan aspek 
kcamanan pangan, antara lain dengan cara: 
a. mencegah tercemarnya pangan olahan oleh cemaran biologis, kimia dan 

benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan 
kesehatan; 

b. mematikan atau mencegah hidupnya jasad renik patogen, serta 
mengurangi jumlah jasad renik lainnya; dan 

c. mengendalikan proses, antara lain pemilihan bahan baku, penggunaan 
bahan tambahan pangan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan atau 
pengangku tan. 

(2) Pedoman cara produksi pangan olahan vang baik scbagamana dimaksud pada 
ayat (I) ditctapkan oleh BKP3 dan SKPD yang membidangi urusan kesehatan 
sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing. 

(3) Pedoman cara produksi pangan olahan yang baik scbagaimana dimaksud pada 
ayat (1) untuk pangan olahan tertentu ditetapkan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 32 

( 1) Pedoman cara distribusi pangan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
28 huruf d adalah cara distribusi yang memperhatikan aspek keamanan 
pangan, antara lain dengan cara: 
a. melakukan cara bongkar muat pangan yang tidak menyebabkan 

kerusakan pada pangan; 
b. mengendalikan kondisi lingkungan, distribusi dan penyimpanan pangan 

khususnya yang berkaitan dengan suhu, kelembaban, dan tekanan udara; 
dan 

c. mengendalikan sistem pencatatan yang menjamin penelusuran kembali 
pangan yang didistribusikan. 

(2) Pedoman cara distribusi pangan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) ditetapkan oleh BKP3 dan SKPD yang membidangi urusan kesehatan sesuai 
dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing. 

Pasal 33 ... 

f 
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Pasal 33
(1) Pedoman cara ritel pangan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 

huruf e adalah cara ritel yang mcmperhalikan aspek keamanan pangan, antara 
lain dengan cara;
a. mengatur cara pencmpatan pangan dalam lemari gerai dan rak 

penyimpanan agar tidak terjadi pencemaran silang;
b. mengendalikan stok penerimaan dan penjualan;
c. mengatur rotasi stok pangan sesuai dengan masa kedaluwarsanya; dan
d. mengendalikan kondisi lingkungan penyimpanan pangan khususnya yang 

berkaitan dengan suhu, kelembaban, dan tekanan udara.
(2) Pedoman cara ritel pangan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan oleh SKPD yang membidangi urusan perindustrian dan 
perdagangan sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

(3) Pedoman cara ritel pangan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34
(1) Pedoman cara produksi pangan siap saji yang baik sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 28 huruf f adalah cara produksi yang mempcrhatikan aspek 
keamanan pangan, antara lain dengan cara:
a. mencegah tercemarnya pangan siap saji oleh cemaran biologis, kimia dan 

benda lain yang mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan;
b. mematikan atau mencegah hidupnya Jasad renik patogen, serta 

mengurangi jumlah jasad renik lainnya; dan
c. mengendalikan proses antara lain pemilihan bahan baku, penggunaan 

bahan tambahan pangan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan dan 
pengangkutan serta cara penyajian.

(2) Pedoman cara produksi pangan siap saji yang baik sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditetapkan oleh SKPD yang membidangi urusan kesehatan, SKPD 
yang membidangi urusan perindustrian dan perdagangan, dan/atau BKP3 
sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing.

Pasal 35
SKPD yang berwenang sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing 
menetapkan pedoman cara yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 untuk 
diterapkan secara wajib.

Bagian Kedua 
Bahan Tambahan Pangan

(2)

Pasal 36
Setiap orang yang memproduksi pangan untuk diedarkan dilarang 
menggunakan bahan apapun sebagai bahan tambahan pangan yang 
dinyatakan terlarang.
Bahan yang dinyatakan terlarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan oleh SKPD yang membidangi urusan kesehatan.

Pasal 37..

/
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Pasal 33 

(1) Pedoman cara ritel pangan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 
huruf e adalah cara ritel yang memperhatikan aspek keamanan pangan, antara 
lain dengan cara: 
a. mengatur cara penempatan pangan dalam lemari gerai dan rak 

penyimpanan agar tidak terjadi pencemaran silang; 
b. mengendalikan stok penerimaan dan penjualan; 
c. mengatur rotasi stok pangan sesuai dengan masa kedaluwarsanya; dan 
d. mengendalikan kondisi lingkungan penyimpanan pangan khususnya yang 

berkaitan dengan suhu, kelembaban, dan tekanan uara. 
(2) Pedoman cara ritel pangan yang baik sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) 

ditetapkan oleh SKPD yang membidangi urusan perindustrian dan 
perdagangan sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya. 

(3) Pedoman cara ritel pangan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 34 

(I) Pedoman cara produksi pangan siap saji yang baik sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 28 huruf f adalah cara produksi yang memperhatikan aspek 
keamanan pangan, antara lain dengan cara: 
a. mencegah tercemarnya pangan siap saji oleh cemaran biologis, kimia dan 

benda lain yang mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan; 
b. mematikan atau mencegah hidupnya jasad renik patogen, serta 

mengurangi jumlah jasad renik lainnya; dan 
c. mengendalikan proses antara lain pemilihan bahan baku, penggunaan 

bahan tambahan pangan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan dan 
pengangkutan serta cara penyajian. 

(2) Pedoman cara produksi pangan siap saji yang baik scbagaimana dimaksud 
pada ayat (l) ditelapkan oleh SKPD yang mernbidangi urusan kesehatan, SKPD 
yang membidangi urusan perindustrian dan perdagangan, dan/atau BKP3 
sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing. 

Pasal 35 

SKPD yang berwenang sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing 
menetapkan pedoman cara yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 untuk 
diterapkan secara wajib. 

Bagian Kedua 
Bahan Tambahan Pangan 

Pasal 36 

( l) 

(2) 

Setiap orang yang 
menggunakan bahan 
dinyatakan terlarang. 
Bahan yang dinyatakan terlarang scbagaimana dimaksud 
ditetapkan oleh SKPD yang membidangi urusan kesehatan. 

pad a ayat ( 1) 

memproduksi pangan untuk dicedarkan dilarang 
apapun sebagai bahan tambahan pangan yang 

Pasal 37 ... 
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Pasal 37
(1) Setiap orang yang memproduksi pangan dengan rnenggunakan bahan 

tambahan pangan untuk diedarkan wajib rnenggunakan bahan tambahan 
pangan yang diizinkan.

(2) Nama dan golongan bahan tambahan pangan yang diizinkan, tujuan 
penggunaan dan batas maksimal penggunaannya menurut jenis pangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh SKPD yang membidangi 
urusan kesehatan.

Pa sal 38
(1) Bahan yang akan digunakan sebagai bahan tambahan pangan tetapi belum 

diketahui dampaknya bagi kesehatan manusia, wajib terlebih dahulu diperiksa 
keamanannya, dan dapat digunakan dalam kegiatan atau proses produksi 
pangan untuk diedarkan setelah memperoleh persetujuan dari SKPD yang 
membidangi urusan kesehatan.

(2) Persyaratan dan tata eara memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala SKPD yang membidangi urusan 
kesehatan.

Bagian Ketiga 
Kemasan Pangan

Pasal 39
(1) Setiap orang yang memproduksi pangan untuk diedarkan dilarang 

rnenggunakan bahan apapun sebagai kemasan pangan yang dinyatakan 
terlarang dan/atau yang dapat melepaskan eemaran yang merugikan atau 
membahayakan kesehatan manusia.

(2) Bahan yang dilarang digunakan sebagai kemasan pangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala SKPD yang membidangi urusan 
perdagangan dan/atau kesehatan.

Pasal 40
(1) Setiap orang yang memproduksi pangan untuk diedarkan wajib rnenggunakan 

bahan kemasan yang diizinkan.
(2) Bahan kemasan yang diizinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan oleh Kepala SKPD yang membidangi urusan perindustrian dan 
perdagangan dan/atau urusan kesehatan.

Pasal 41
(1) Bahan selain yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dan Pasal 40 ayat (2) 

hanya boleh digunakan sebagai bahan kemasan pangan setelah diperiksa 
keamanannya dan mendapat persetujuan dari SKPD yang membidangi urusan 
perindustrian dan perdagangan dan/atau urusan kesehatan.

(2) Persyaratan dan tata eara memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditetapkan Kepala SKPD'yang membidangi urusan perindustrian 
dan perdagangan dan/atau urusan kesehatan.

Pasal 42...

/
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Pasal 37 

( 1) Setiap orang yang memproduksi pangan dengan menggunakan bah an 
tambahan pangan untuk diedarkan wajib menggunakan bahan tambahan 
pangan yang diizinkan. 

(2) Nama dan golongan bahan tambahan pangan yang diizinkan, tujuan 
penggunaan dan batas maksimal penggunaannya menurut jenis pangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditetapkan oleh SKPD yang membidangi 
urusan keschatan. 

Pasal 38 

(1) Bahan yang akan digunakan sebagai bahan tambahan pangan tetapi belum 
diketahui dampaknya bagi kesehatan manusia, wajib terlebih dahulu diperiksa 
keamanannya, dan dapat digunakan dalam kegiatan atau proses produksi 
pangan untuk diedarkan setelah memperoleh persetujuan dari SKPD yang 
membidangi urusan kesehatan. 

(2) Persyaratan dan tata cara memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala SKPD yang membidangi urusan 
kesehatan. 

Bagi an Ketiga 
Kemasan Pangan 

Pasal 39 

( 1) Setiap orang yang memproduksi pangan untuk diedarkan dilarang 
menggunakan bahan apapun sebagai kemasan pangan yang dinyatakan 
terlarang dan/ a tau yang dapat melepaskan cemaran yang merugikan a tau 
membahayakan kesehatan manusia. 

(2) Bahan yang dilarang digunakan sebagai kemasan pangan sebagaimana 
dimaksud pad a ayat ( 1) ditetapkan oleh Kepala SKPD yang membidangi urusan 
perdagangan dan/ atau kesehatan. 

Pasal 40 

(1) Setiap orang yang memproduksi pangan untuk dicdarkan wajib menggunakan 
bahan kemasan yang diizinkan. 

(2) Bahan kemasan yang diizinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditctapkan oleh Kcpala SKPD yang membidangi urusan perindustrian dan 
perdagangan dan/atau urusan kesehatan. 

Pasal 41 

(1) Bahan selain yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dan Pasal 40 ayat (2) 
hanya boleh digunakan scbagai bahan kemasan pangan setcelah diperiksa 
keamanannya dan mendapat persetujuan dari SKPD yang membidangi urusan 
perindustrian dan perdagangan dan/ atau urusan kesehatan. 

(2) Persyaratan dan tata cara memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditetapkan Kepala SKPD yang membidangi urusan perindustrian 
dan perdagangan dan/atau urusan kesehatan. 

Pasal 42... 

M 
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Pasal 42
(1) Setiap orang yang melakukan produksi pangan yang akan diedarkan wajib 

melakukan pengemasan pangan secara benar untuk menghindari terjadinya 
pencemaran terhadap pangan.

(2) Tata cara pengemasan pangan secara benar sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) ditetapkan oleh Kepala SKPD yang membidangi urusan perindustrian dan 
perdagangan dan/atau urusan kesehatan.

(1)

(2)

(3)

Pasal 43 

kemasan akhir pangan untuk dikemasSetiap orang dilarang membuka 
kembali dan diperdagangkan.
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap 
pangan yang pengadaannya dalam jumlah besar dan lazim dikemas kembali 
dalam jumlah kecil untuk diperdagangkan lebih lanjut.
Setiap orang yang mengemas kembali pangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) wajib melakukan pengemasan pangan secara benar untuk menghindari 
terjadinya pencemaran terhadap pangan.

Bagian Keempat
Jaminan Mutu Pangan dan Pemeriksaan Laboratorium

Pasal 44
(1) Setiap orang yang memproduksi pangan untuk diperdagangkan bertanggung 

jawab menyelenggarakan sistem jaminan mutu sesuai dengan jenis pangan 
yang diproduksi.

(2) SKPD yang membidangi urusan pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan 
dan perkebunan, kesehatan, dan/atau perindustrian dan perdagangan wajib 
menerapkan standar atau persyaratan lain yang berkenaan dengan sistem 
jaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Penetapan standar atau persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dapat dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kesiapan dan 
kebutuhan sistem pangan.

Pasal 45
(1) SKPD yang membidangi urusan pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan 

dan perkebunan, dan/atau ketahanan pangan berwenang menetapkan jenis 
pangan segar yang wajib diuji secara laboratoris.

(2) Jenis pangan olahan sebelum diedarkan, wajib diuji secara laboratoris oleh 
SKPD yang membidangi urusan kesehatan.

(3) Pengujian secara laboratoris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
dilakukan di laboratorium yang telah terakreditasi sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

(4) Penetapan dan penerapan persyaratan pengujian secara laboratoris 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan secara bertahap 
dengan memperhatikan kesiapan dan kebutuhan sistem pangan.

Bagian Kelima...

/
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Pasal 42 

(1) Setiap orang yang melakukan produksi pangan yang akan diedarkan wajib 
melakukan pengemasan pangan secara bcnar untuk menghindari terjadinya 
pencemaran terhadap pangan. 

(2) Tata cara pengemasan pangan secara benar sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) ditetapkan oleh Kepala SKPD yang membidangi urusan perindustrian dan 
perdagangan dan/a tau urusan keschatan. 

Pasal 43 

(1) Setiap orang dilarang membuka kemasan akhir pangan untuk dikemas 
kembali dan diperdagangkan. 

(2) Ke tentuan scbagaimana d imaksud pad a aya t ( 1) tidak berlaku terhadap 
pangan yang pengadaannya dalam jumlah besar dan lazim dikemas kembali 
dalam jumlah kecil untuk diperdagangkan lebih lanjut. 

(3) Setiap orang yang mengemas kembali pangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) wajib melakukan pengemasan pangan secara benar untuk menghindari 
terjadinya pencemaran terhadap pangan. 

Bagian Keempat 
Jaminan Mutu Pangan dan Pemeriksaan Laboratorium 

Pasal 44 

(1) Setiap orang yang memproduksi pangan untuk diperdagangkan bertanggung 
jawab menyelenggarakan sistem jaminan mutu sesuai dengan jenis pangan 
yang diproduksi. 

(2) SKPD yang membidangi urusan pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan 
dan perkebunan, kesehatan, dan/atau perindustrian dan perdagangan wajib 
menerapkan standar atau persyaratan lain yang berkenaan dengan sistem 
jaminan mutu scbagaimana dimaksud pada ayat (l). 

(3) Penetapan standar atau persyaratan lain scbagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dapat dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kesiapan dan 
kcbutuhan sistem pangan. 

Pasal 45 
(1) SKPD yang membidangi urusan pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan 

dan perkebunan, dan/ atau ketahanan pangan berwenang menetapkan jenis 
pangan scgar yang wajib diuji secara laboratoris. 

(2) Jenis pangan olahan sebelum diedarkan, wajib diuji secara laboratoris oleh 
SKPD yang membidangi urusan keschatan. 

(3) Pengujian secara laboratoris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
dilakukan di laboratorium yang telah terakreditasi sesuai ketentuan peraturan 
peru ndang-undangan. 

(4) Penetapan dan penerapan persyaratan pengujian secara laboratoris 
sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) dan (2) dilakukan secara bertahap 
dengan memperhatikan kesiapan dan kebutuhan sistem pangan. 

Bagian Kelima ... 

f 
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Bagian Kelima 
Pangan Tercemar

Pasal 46
Setiap orang dilarang mengedarkan:
a. pangan yang mengandung bahan beracun, berbaha^^a atau yang dapat 

merugikan atau membahayakan kesehatan atau jiwa manusia;
b. pangan yang mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimal 

yang ditetapkan;
c. pangan yang mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan 

atau proses produksi pangan;
d. pangan yang mengandung bahan yang kotor, busuk, tengik, terurai, atau 

mengandung bahan nabati atau hewani yang berpenyakit atau berasal dari 
bangkai sehingga menjadikan pangan tidak layak dikonsumsi manusia; atau

e. pangan yang sudah kedaluwarsa.

Pasal 47
(1) SKPD yang berwenang di bidang kesehatan bertanggung jawab:

V 'a. menetapkan bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses 
produksi pangan;

b. menetapkan ambang batas maksimal cemaran yang diperbolehkan;
c. mengatur dan/atau menetapkan persyaratan bagi penggunaan cara,

metode, dan/atau bahan tertentu dalam kegiatan atau proses produksi, 
pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan 
yang dapat memiliki risiko merugikan dan/atau membahayakan
kesehatan manusia;

d. menetapkan bahan yang dilarang digunakan dalam memproduksi 
peralatan pengolahan, penyiapan, pemasaran dan/atau penyajian pangan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pangan segar
ditetapkan oleh Kepala SKPD yang membidangi urusan pertanian, peternakan, 
perikanan, dan perkebunan.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pangan olahan
ditetapkan oleh Kepala SKPD yang membidangi urusan kesehatan dan 
ketahanan pangan dan perdagangan.

Pasal 48
(1) Setiap orang yang mengetahui adanya keracunan pangan akibat pangan 

tercemar wajib melaporkan kepada unit pelayanan kesehatan terdekat.
(2) Unit pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib segera 

melakukan tindakan pertolongan kepada korban.
(3) Dalam hal menurut unit pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) terdapat indikasi Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan, unit 
pelayanan kesehatan tersebut wajib segera mengambil contoh pangan yang 
dicurigai sebagai penyebab keracunan dan memberikan laporan kepada SKPD 
yang membidangi urusan kesehatan.

(4) Berdasarkan hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), SKPD yang 
berwenang melakukan pemeriksaan/penyelidikan dan pengujian laboratorium 
terhadap contoh pangan untuk menentukan penyebab keracunan pangan.

(5) SKPD yang...
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Bagian Kelima 
Pangan Tercemar 

Pasal 46 

Setiap orang dilarang mengedarkan: 
a. pangan yang mengandung bahan beracun, berbahaya atau yang dapat 

merugikan atau membahayakan kesehatan a tau jiwa manusia; 
b. pangan yang mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimal 

yang ditetapkan; 
c. pangan yang mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan 

a tau proses produksi pangan; 
d. pangan yang mengandung bahan yang kotor, busuk, tengik, terurai, atau 

mengandung bahan nabati atau hewani yang berpenyakit atau berasal dari 
bangkai sehingga menjadikan pangan tidak layak dikonsumsi manusia; atau 

e. pangan yang sudah kedaluwarsa. 

Pasal 47 

( 1) SKPD yang berwenang di bidang kesehatan bertanggung jawab: 
a. menetapkan bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses 

produksi pangan; 
b. menetapkan ambang batas maksimal cemaran yang diperbolehkan; 
c. mengatur dan/ a tau menetapkan persyaratan bagi penggunaan cara, 

metode, dan/ atau bahan tertentu dalam kegiatan a tau proses produksi, 
pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, dan/ a tau peredaran pangan 
yang dapa t memiliki risiko merugikan dan/ a tau membahayakan 
keschatan manusia; 

d. menetapkan bahan yang dilarang digunakan dalam memproduksi 
peralalan pengolahan, penyiapan, pemasaran dan/atau penyajian pangan. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) untuk pangan segar 
ditetapkan oleh Kepala SKPD yang membidangi urusan pertanian, peternakan, 
perikanan, dan perkebunan. 

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) untuk pangan olahan 
ditetapkan oleh Kepala SKPD yang membidangi urusan kesehatan dan 
ketahanan pangan dan perdagangan. 

Pasal48 

(1) Setiap orang yang mengetahui adanya keracunan pangan akibat pangan 
tercemar wajib melaporkan kepada unit pelayanan kesehatan terdekat. 

(2) Unit pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib segera 
melakukan tindakan pertolongan kepada korban. 

(3) Dalam hal menurut unit pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) terdapat indikasi Kcjadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan, unit 
pelayanan kesehatan terscbut wajib segera mengambil contoh pangan yang 
dicurigai sebagai penycbab keracunan dan mcmbcrikan laporan kepada SKPD 
yang membidangi urusan keschatan. 

(4) Berdasarkan hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), SKPD yang 
berwenang melakukan pemeriksaan/penyelidikan dan pengujian laboratorium 
terhadap contoh pangan untuk menentukan penycbab keracunan pangan. 

(5) SKPD yang ... 

I 
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(5) SKPD yang membidangi urusan kesehatan yang menerima laporan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melakukan pengkajian terhadap 
laporan dan menetapkan kasus keracunan pangan merupakan KLB keracunan 
pangan.

(6) SKPD yang membidangi urusan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(5) wajib melakukan pemeriksaan dan penanggulangan KLB keracunan 
pangan.

Pasal 49
Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap KLB keracunan pangan patut 
diduga merupakan tindak pidana, segera dilakukan tindsikan penyidikan oleh 
Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau penyidik lainnya berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.

Pasal 50
Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan pertolongan kepada korban, 
pengambilan contoh spesimen dan pengujian spesimen serta pelaporan KLB 
keracunan pangan ditetapkan oleh Kepala SKPD yang membidangi urusan 
kesehatan.
Tata cara pengambilan contoh pangan, pengujian laboratorium dan pelaporan 
penyebab keracunan ditetapkan oleh Kepala SKPD yang membidangi urusan 
kesehatan.

(2)

BAB IX
MUTU DAN GlZl PANGAN

Bagian Kesatu 
Mutu Pangan

Pasal 51
SKPD yang membidangi urusan ketahanan pangan berwenang menetapkan Standar 
Mutu Pangan yang dinyatakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan.

Pasal 52
(1) Standar mutu pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dapat 

diberlakukan secara wajib dengan mempertimbangkan keselamatan, 
keamanan, kesehatan masyarakat atau pelestarian lingkungan hidup dan/atau 
pertimbangan ekonomis.

(2) Pemberlakuan standar mutu pangan secara wajib sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan oleh SKPD yang membidangi urusan ketahanan pangan 
sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

(3) Hal-hal yang berkaitan dengan penerapan dan penilaian kesesuaian terhadap 
standar mutu pangan yang diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan.

Pasal v53...
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(5) SKPD yang membidangi urusan keschatan yang menenma laporan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melakukan pengkajian terhadap 
laporan dan menetapkan kasus keracunan pangan merupakan KLB keracunan 
pangan. 

(6) SKPD yang membidangi urusan keschatan sebagaimane dimaksud pada ayat 
(5) wajib melakukan pemeriksaan dan penanggulangan KLB keracunan 
pangan. 

Pasal 49 

Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan lerhadap KLB keracunan pangan patut 
diduga merupakan tindak pidana, segera dilakukan tindakan penyidikan oleh 
Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/ atau penyidik lainnya berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 50 

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan pertolongan kepada korban, 
pengambilan contoh spesimen dan pengujian spesimen serta pelaporan KLB 
keracunan pangan ditetapkan oleh Kepala SKPD yang membidangi urusan 
kesehatan. 

(2) Tata cara pengambilan contoh pangan, pengujian laboratorium dan pelaporan 
penyebab keracunan ditetapkan oleh Kepala SKPD yang membidangi urusan 
kesehatan. 

BAB IX 
MUTU DAN GIZI PANGAN 

Bagian Kesatu 
Mutu Pangan 

Pasal 51 

SKPD yang membidangi urusan ketahanan pangan berwenang menetapkan Standar 
Mutu Pangan yang dinyatakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 
undangan. 

Pasal 52 

(1) Standar mutu pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dapat 
diberlakukan secara wajib dengan mempertimbangkan keselamatan, 
keamanan, kesehatan masyarakat atau pelestarian lingkungan hidup dan/atau 
pertimbangan ekonomis. 

(2) Pemberlakuan standar mutu pangan secara wajib sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) dilakukan oleh SKPD yang membidangi urusan ketahanan pangan 
sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya. 

(3) Hal-hal yang berkaitan dengan penerapan dan penilaian kesesuaian terhadap 
standar mutu pangan yang diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 
undangan. 

Pasal 53 ... 
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(2)

(3)
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Pasal 53
Standar mutu pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dinyatakan 
melalui penerbitan Sertifikasi Mutu Pangan.
Penetapan mengenai persyaratan dan tata cara sertifikasi mutu pangan 
difasilitasi oleh SKPD yang membidangi urusan kctahanan pangan 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari 
pcngawasan pangan sebelum diedarkan.

Bagian Kedua 
Gizi Pangan

Pasal 54
(1) SKPD yang membidangi urusan kesehatan berwenang menetapkan standar 

status gizi masyarakat dan melakukan pemantauan dan evaluasi status gizi 
masyarakat.

(2) SKPD yang membidangi urusan kesehatan, pertanian, perikanan, 
perindustrian dan perdagangan sesuai bidang tugas dan kewenangan masing- 
masing mengupayakan terpenuhinya kecukupan gizi, melindungi masyarakat 
dari gangguan gizi dan membina mas^'arakat dalam upaya perbaikan status 
gizi.

Pasal 55
SKPD yang membidangi urusan kesehatan 
Kecukupan Gizi yang ditinjau secara berkala.

berwenang menetapkan Angka

Pasal 56
(1) Dalam hal terjadi kekurangan dan/atau penurunan status gizi masyarakat 

perlu dilakukan upaya perbaikan gizi melalui pengayaan dan/atau lortifikasi 
gizi pangan tertentu yang diedarkan.

(2) SKPD yang membidangi urusan kesehatan berwenang menetapkan jenis dan 
jumlah zat gizi yang akan ditambahkan serta jenis pangan yang dapat 
ditingkatkan nilai gizinya melalui pengayaan dan/atau fortifikasi.

(3) Setiap orang yang memproduksi pangan yang harus diperkaya dan/atau 
difortifikasi untuk diedarkan wajib memenuhi ketentuan dan tata cara 
pengayaan dan/atau fortifikasi gizi sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

(4) Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memiliki surat persetujuan 
pendaftaran dari SKPD yang berwenang.

BAB X
PEMASUKAN PANGAN KE DALAM WILAYAH DAERAH

Pasal 57
Setiap pangan yang dimasukkan ke dalam wilayah daerah untuk diedarkan wajib 
memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keamanan, mutu 
dan gizi pangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain.

Pasal 58...

/
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Pasal 53 

(1) Standar mutu pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dinyatakan 
melalui penerbitan Sertifikasi Mutu Pangan. 

(2) Penetapan mengenai persyaratan dan tata cara sertifikasi mutu pangan 
difasilitasi oleh SKPD yang mcmbidangi urusan kctahanan pangan 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Sertifikasi scbagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari 
pengawasan pangan sebelum diedarkan. 

Bagian Kedua 
Gizi Pangan 

Pasal 54 
(1) SKPD yang membidangi urusan kesehatan berwenang menetapkan standar 

status gizi masyarakat dan melakukan pemantauan dan evaluasi status gizi 
masyarakat. 

(2) SKPD yang membidangi urusan kesehatan, pertanian, perikanan, 
perindustrian dan perdagangan sesuai bidang tugas dan kewenangan masing 
masing mengupayakan terpenuhinya kecukupan gizi, melindungi masyarakat 
dari gangguan gizi dan membina masyarakat dalam upaya perbaikan status 
g1z1. 

Pasal 55 
SKPD yang membidangi urusan keschatan berwenang menetapkan Angka 
Kecukupan Gizi yang ditinjau secara berkala. 

Pasal 56 

(1) Dalam hal terjadi kekurangan dan/atau penurunan status gizi masyarakat 
perlu dilakukan upaya perbaikan gizi melalui pengayaan dan/atau fortifikasi 
gizi pangan tertentu yang diedarkan. 

(2) SKPD yang membidangi urusan keschatan berwenang menetapkan jenis dan 
jumlah zat gizi yang akan ditambahkan serta jenis pangan yang dapat 
ditingkatkan nilai gizinya mclalui pengayaan dan/atau fortifikasi. 

(3) Setiap orang yang memproduksi pangan yang harus diperkaya dan/atau 
difortfikasi untuk diedarkan wajib memenuhi ketertuan dan tata cara 
pengayaan dan/atau fortifikasi gizi sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(4) Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memiliki surat persetujuan 
pendaftaran dari SKPD yang berwenang. 

BAB X 
PEMASUKAN PANGAN KE DALAM WILAYAH DAERAH 

Pasal 57 

Setiap pangan yang dimasukkan ke dalam wilayah daerah untuk diedarkan wajib 
memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keamanan, mutu 
dan gizi pangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain. 

Pasal 58 ... 
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Pasal 58
Terhadap pangan segar yang akan dimasukkan ke dalam wilayah daerah untuk 
diedarkan, SKPD yang berwenang sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan 
masing-masing dapat menetapkan persyaratan bahwa:
a. pangan telah diuji, diperiksa dan/atau dinyaLakan lulus dari segi keamanan, 

mutu dan/atau gizi oleh instansi yang berwenang dari daerah asal;
b. pangan dilengkapi dengan dokumen basil pengujian dan/atau pemeriksaan 

sebagaimana dimaksud pada huruta.

Pasal 59
(1) Setiap orang yang memasukkan pangan ke dalam wilayah daerah untuk 

diedarkan, bertanggung jawab atas keamanan, mutu dan gizi pangan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukan pangan ke wilayah daerah untuk 

diedarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 diatur dengan Peraturan 
Bupati.

BAB XI
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu 
Pengawasan

Pasal 60
(1) Dalam rangka pengawasan keamanan, mutu dan gizi pangan, setiap pangan 

yang diproduksi skala rumah tangga untuk diperdagangkan dalam kemasan 
sebelum diedarkan wajib memiliki Izin Produksi Pangan Industri Rumah 
Tangga.

(2) Setiap pangan yang diproduksi skala rumah tangga sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) wajib memiliki Izin Produksi Pangan Industri Rumah Tangga yang 
diterbitkan oleh SKPD yang membidangi urusan kesehatan.

(3) Tatacara penerbitan Izin Produksi Pangan Industri Rumah Tangga 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61
Pangan olahan yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Izin Produksi Pangan 
Industri Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 yaitu pangan yang:
a. mempunyai masa simpan kurang dari 7 (tujuh) had pada suhu kamar; 

dan / atau
b. dimasukkan ke dalam wilayah daerah dalam jumlah keeil untuk keperluan:

1. permohonan surat persetujuan pendaftaran;
2. penelitian; atau
3. konsumsi sendiri.

Pasal 62
(1) SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya berwenang melakukan pengawasan 

terhadap keamanan, mutu dan gizi pangan yang beredar.
(2) Dalam...
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Pasal 58 

Terhadap pangan segar yang akan dimasukkan ke dalam wilayah daerah un tuk 
diedarkan, SKPD yang berwenang sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan 
masing-masing dapat menetapkan persyaratan bahwa: 
a. pangan telah diuji, diperiksa dan/atau dinyatakan lulus dari segi keamanan, 

mutu dan/ a tau gizi oleh instansi yang berwenang dari daerah asal; 
b. pangan dilengkapi dengan dokumen hasil pengujian dan/atau pemeriksaan 

sebagaimana dimaksud pada huruf a. 

Pasal 59 

(1) Setiap orang yang memasukkan pangan ke dalam wilayah daerah untuk 
diedarkan, bertanggung jawab atas keamanan, mutu dan gizi pangan. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukan pangan ke wilayah daerah untuk 
diedarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 diatur dengan Peraturan 
Bupati. 

BAB XI 
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN 

Bagian Kesatu 
Pengawasan 

Pasal 60 

(1) Dalam rangka pengawasan keamanan, mutu dan gizi pangan, setiap pangan 
yang diproduksi skala rumah tangga untuk diperdagangkan dalam kemasan 
sebelum diedarkan wajib memiliki lzin Produksi Pangan Industri Rumah 
Tangga. 

(2) Setiap pangan yang diproduksi skala rumah tangga sebagaimana dimaksud 
pad a ayat ( 1) wajib memiliki Izin Produksi Pangan Industri Ru mah Tangga yang 
diterbitkan oleh SKPD yang membidangi urusan kesehatan. 

(3) Tatacara penerbitan lzin Produksi Pangan Industri Rumah Tangga 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 6 l 

Pangan olahan yang dibebaskan dari kewajiban memiliki zin Produksi Pangan 
Industri Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 yaitu pangan yang: 
a. mempunyai masa simpan kurang dari 7 (tujuh) hari pada suhu kamar; 

dan/ atau 
b. dimasukkan ke dalam wilayah daerah dalam jumlah kecil untuk keperluan: 

1. permohonan surat persetujuan pendaftaran; 
2. penelitian; atau 
3. konsumsi sendiri. 

Pasal 62 
(1) SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya berwenang melakukan pengawasan 

terhadap keamanan, mutu dan gizi pangan yang beredar. 
(2) Dalam.. 

I 
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(2) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), SKPD berwenang dapat:
a. mengambil contoh pangan yang beredar; dan/alau
b. melakukan pengujian terhadap contoh pangan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) butir a.
(3) Tindak lanjut atas basil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir b

adalah:
a. untuk pangan segar disampaikan kepada dan ditindaklanjuti oleh SKPD 

yang membidangi urusan pertanian, ketahanan pangan, perikanan, 
peternakan, kehutanan dan perkebunan sesuai dengan bidang tugas dan 
kewenangan masing-masing;

b. untuk pangan olahan disampaikan dan ditindaklanjuti oleh SKPD yang 
membidangi urusan perindustrian dan perdagangan sesuai dengan bidang 
tugas dan kewenangan masing-masing; dan

c. untuk pangan olahan hasil industri rumah tangga dan pangan siap saji 
disampaikan kepada dan ditindaklanjuti oleh SKPD yang berwenang.

Pa sal 63
(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan dalam hal terdapat dugaan

terjadinya pelanggaran hukum di bidang pangan segar.
(2) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan dalam hal terdapat dugaan

terjadinya pelanggaran hukum di bidang pangan siap saji dan pangan olahan 
hasil industri rumah tangga.

(3) Dalam melaksanakan fungsi pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2), Bupati berwenang:
a. memasuki setiap tempat yang diduga digunakan dalam kegiatan atau 

proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan perdagangan pangan 
untuk memeriksa, meneliti, dan mengambil contoh pangan dan segala 
sesuatu yang diduga digunakan dalam kegiatan produksi, penyimpanan, 
pengangkutan, dan/atau perdagangan pangan;

b. menghentikan, memeriksa, dan mencegah setiap sarana angkutan yang 
diduga atau patut diduga digunakan dalam pengangkutan pangan serta 
mengambil dan memeriksa contoh pangan;

c. membuka dan meneliti setiap kemasan pangan;
d. memeriksa setiap buku, dokumen, atau catatan lain yang diduga memuat 

keterangan mengenai kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan, 
dan/atau perdagangan pangan, termasuk menggandakan atau mengutip 
keterangan tersebut; dan/atau

e. memerintahkan untuk memperlihatkan izin usaha dan/atau dokumen 
lain sejenis.

(4) Dalam rangka melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dan ayat (2), Bupati menunjuk pejabat untuk melakukan pemeriksaan.

(5) Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4), dilengkapi dengan surat perintah.

Bagian Kedua 
Pembinaan

Pasal 64...

/
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(2) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), SKPD berwenang dapat: 
a. mengambil contoh pangan yang beredar; dan/atau 
b. melakukan pengujian terhadap contoh pangan sebagaimana dimaksud 

pad a ayat (2) bu Li r a. 
(3) Tindak lanjut alas hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir b 

adalah: 
a. untuk pangan segar disampaikan kepada dan ditindaklanjuti oleh SKPD 

yang membidangi urusan pertanian, ketahanan pangan, perikanan, 
peternakan, kehutanan dan perkebunan sesuai dengan bidang tugas dan 
kewenangan masing-masing; 

b. untuk pangan olahan disampaikan dan ditindaklanjuti oleh SKPD yang 
membidangi urusan perindustrian dan perdagangan sesuai dengan bidang 
tugas dan kewenangan masing-masing; dan 

c. untuk pangan olahan hasil industri rumah langga dan pangan siap S8.Jl 

disampaikan kepada dan ditindaklanjuti oleh SKPD yang berwenang. 

Pasal 63 
(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan dalam hal terdapat dugaan 

terjadinya pelanggaran hukum di bidang pangan segar. 
(2) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan dalam hal terdapat dugaan 

terjadinya pelanggaran hukum di bidang pangan siap saji dan pangan olahan 
hasil industri rumah tangga. 

(3) Dalam mclaksanakan fungsi pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
dan ayat (2), Bupati berwenang: 
a. memasuki setiap tempat yang diduga digunakan dalam kegiatan atau 

proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan perdagangan pangan 
untuk memeriksa, meneliti, dan mengambil contoh pangan dan segala 
sesuatu yang diduga digunakan dalam kegiatan produksi, penyimpanan, 
pengangkutan, dan/atau perdagangan pangan; 

b. menghentikan, memeriksa, dan mencegah setiap sarana angkutan yang 
diduga atau patut diduga digunakan dalam pengangkutan pangan serta 
mengambil dan memeriksa conloh pangan; 

c. membuka dan meneliti setiap kemasan pangan; 
d. memeriksa setiap buku, dokumen, atau catatan lain yang diduga memuat 

keterangan mengenai kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan, 
dan/ a tau perdagangan pangan, termasuk menggandakan atau mengutip 
keterangan terse but; dan / a tau 

e. memerintahkan untuk memperlihatkan izin usaha dan/atau dokumen 
lain sejenis. 

(4) Dalam rangka melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dan ayat (2), Bupali menunjuk pejabal untuk melakukan pemeriksaan. 

(5) Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan scbagaimana dimaksud 
pada ayat (4), dilengkapi dengan surat perintah. 

'.. Bagian Kedua 
Pembinaan 

Pasal 64 ... 
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Pasal 64
(1) Pembinaan terhadap produsen pangan segar dilaksanakan oleh SKPD yang 

membidangi urusan pertanian, perikanan atau perkebunan sesuai bidang 
tugas dan kewenangan masing-masing.

(2) Pembinaan terhadap produsen pangan olahan dilaksanakan oleh SKPD yang 
membidangi urusan perindustrian, pertanian, perikanan dan dinas kesehatan 
sesuai bidang tugas dan kewenangan masing-masing.

(3) Pembinaan terhadap produsen pangan olahan tertentu dilaksanakan oleh 
SKPD yang membidangi urusan kesehatan.

(4) Pembinaan terhadap produsen pangan siap saji dan industri rumah tangga 
pangan dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi urusan perdagangan.

BAB Xll
PERAN SERTA MASYARAKAT 

Pasal 65
(1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan serta seluas-luasnya dalam 

mewujudkan ketahanan pangan.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. melaksanakan produksi, perdagangan dan distribusi pangan;
b. melakukan peneegahan dan penanggulangan masalah pangan.

Pasal 66
(1) Dalam rangka penyempurnaan dan peningkatan keamanan, mutu dan gizi 

pangan, masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan dan/atau 
eara pemeeahan mengenai hal di bidang pangan.

(2) Penyampaian permasalahan, masukan dan/atau cara pemeeahan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan seeara langsung atau tidak langsung 
kepada SKPD yang membidangi urusan kesehatan, pertanian, peternakan, 
perikanan, perindustrian dan perdagangan, dan/atau ketahanan pangan 
sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing.

(3) Tata cara penyampaian permasalahan, masukan dan/atau cara pemeeahan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.

BAB Xlll
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 

Pasal 67
(1) Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dilakukan pengembangan 

sumber daya manusia dan kerjasama.
(2) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan melalui:
a. pendidikan dan pelatihan dibidang pangan;
b. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan;
c. penyuluhan pangan.

Pasal 68...
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Pasal 64 

(1) Pembinaan terhadap produsen pangan segar dilaksanakan oleh SKPD yang 
membidangi urusan pertanian, perikanan atau perkebunan sesuai bidang 
tugas dan kewenangan masing-masing. 

(2) Pembinaan terhadap produsen pangan olahan dilaksanakan oleh SKPD yang 
membidangi urusan perindustrian, pertanian, perikanan dan dinas kesehatan 
sesuai bidang tugas dan kewenangan masing-masing. 

(3) Pembinaan terhadap produsen pangan olahan tertentu dilaksanakan oleh 
SKPD yang membidangi urusan keschatan. 

(4) Pembinaan terhadap produsen pangan siap saji dan industri rumah tangga 
pangan dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi urusan perdagangan. 

BAB XII 
PERAN SERTA MASYARAKAT 

Pasal 65 

(1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan serta seluas-luasnya dalam 
mewujudkan ketahanan pangan. 

(2) Peran serta masyarakat scbagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat berupa: 
a. melaksanakan produksi, perdagangan dan dislribusi pangan; 
b. melakukan pencegahan dan penanggulangan masalah pangan. 

Pasal 66 

(1) Dalam rangka penyempurnaan dan peningkatan keamanan, mutu dan gizi 
pangan, masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan dan/ a tau 
cara pemecahan mengenai hal di bidang pangan. 

(2) Penyampaian permasalahan, masukan dan/ a tau cara pemecahan sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung 
kepada SKPD yang membidangi urusan kesehatan, pertanian, peternakan, 
perikanan, perindustrian dan perdagangan, dan/atau ketahanan pangan 
sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing. 

(3) Tata cara penyampaian permasalahan, masukan dan/atau cara pemecahan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

BAB XIII 
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 

Pasal 67 

(1) Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dilakukan pengembangan 
sumber daya manusia dan kerjasama. 

(2) Pengembangan sumber daya manusia scbagaimana dimaksud pada ayat (l) 
dilakukan melalui: 
a. pendidikan dan pelatihan dibidang pangan; 

• b. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi di bdang pangan; 
c. penyuluhan pangan. 

Pasal 68 ... 
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Pasal 68
(1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) meliputi bidang. 

produksi, perdagangan dan distribusi pangan; 

cadangan pangan;
pencegahan dan penanggulangan masalah pangan; dan/atau 

d. riset dan teknologi pangan.
(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1 

ketentuan peraturan perundang-undangan.

a.
b.
c.

dilaksanakan sesuai

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRASI 

Pasal 69
(1) Dalam hal berdasarkan basil pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal

62 ayat (3) dan/atau basil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
63 terjadi pelanggaran Bupati berwenang mengambil tindakan administratif.

(2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. peringatan secara tertulis;
b. larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintab 

menarik produk pangan dari peredaran;
c. penarikan dan/atau pemusnaban pangan, Jika terbukti membabayakan 

kesebatan dan jiwa manusia;
d. pengbentian produksi untuk sementara waktu;dan/atau
e. pencabutan izin produksi, izin usaba, persetujuan pendaftaran atau 

sertifikat produksi pangan industri rumab tangga.
(3) Pengenaan tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilaksanakan berdasarkan risiko yang diakibatkan oleb pelanggaran yang 
dilakukan.

(4) Pelaksanaan tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
buruf e dilakukan oleb pejabat penerbit izin produksi, izin usaba, persetujuan 
pendaftaran atau sertifikat produksi pangan industri rumab tangga yang 
bersangkutan sesuai dengan bidang tugas kewenangan masing-masing.

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 70
Penarikan dan/atau pemusnaban pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
69 ayat (2) buruf c dilaksanakan oleb setiap orang yang memproduksi atau 
yang memasukkan pangan ke dalam wilayab daerab dan dilaksanakan sesuai 
dengan pedoman penarikan dan pemusnaban pangan.
Setiap pibak yang terlibat dalam peredaran pangan wajib membantu 
pelaksanaan penarikan dan/atau pemusnaban pangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1).
Penarikan dan/atau pemusnaban pangan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) untuk pangan segar dilaksanakan atas perintab Bupati.
Ketentuan lebib lanjut mengenai pedoman dan tata cara penarikan dan/atau 
pemusnaban pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 
Peraturan Bupati.

BAB XV...

/

- 23 

Pasal 68 

. (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) meliputi bidang: 
a. produksi, perdagangan dan distribusi pangan; 
b. cadangan pangan; 
c. pencegahan dan penanggulangan masalah pangan; dan/ atau 
d. riset dan teknologi pangan. 

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB XIV 
SANKSI ADMINISTRASI 

Pasal 69 

( 1) Dalam hal berdasarkan hasil pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
62 ayat (3) dan/ atau hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
63 terjadi pelanggaran Bupati berwenang mengambil tindakan administratif. 

(2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. peringatan secara tertulis; 
b. larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah 

menarik produk pangan dari peredaran; 
c. penarikan dan/atau pemusnahan pangan, jika terbukti membahayakan 

keschatan dan jiwa manusia; 
d. penghentian produksi untuk sementara waktu;dan/atau 
e. pencabutan izin produksi, izin usaha, persetujuan pendaftaran atau 

sertfikat produksi pangan industri rumah tangga. 
(3) Pengenaan tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilaksanakan berdasarkan risiko yang diakibatkan oleh pelanggaran yang 
dilakukan. 

(4) Pelaksanaan tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf e dilakukan oleh pcjabat penerbit izin produksi, izin usaha, persetujuan 
pendaftaran atau sertifikat produksi pangan industri rumah tangga yang 
bersangkutan sesuai dengan bidang tugas kewenangan masing-masing. 

Pasal 70 

(1) Penarikan dan/atau pemusnahan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
69 ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh setiap orang yang memproduksi atau 
yang mcmasukkan pangan ke dalam wilayah dacrah dan dilaksanakan sesuai 
dengan pedoman penarikan dan pemusnahan pangan. 

(2) Setiap pihak yang terlibat dalam peredaran pangan wajib membantu 
pelaksanaan penarikan dan/atau pemusnahan pangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1). 

(3) Penarikan dan/ atau pemusnahan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) untuk pangan segar dilaksanakan atas perintah Bupati. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman dan tata cara penarikan dan/atau 
pemusnahan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diatur dengan 
Peraturan Bupati. 

BAB XV ... 
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BAB XV
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 71
Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, hams sudah 
ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 72
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pcngundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali.

Diundangkan di Boyolali 
pada tanggal HOpemSper

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BOYOLALI

SRI A TkuNINGSIH
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BAB XV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 71 

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, harus sudah 
ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. 

Pasal 72 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada langgal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pcngundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Dacrah Kabupaten Boyolali. 

Ditetapkan di Boyolali 
pada tanggal 2s loprbcr 

/BUPATI BOYOLALI, r 
ad 

/ sENO SAMODRO 

2013 
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI 
NOMOR .|.| TAHUN

TENTANG

KETAHANAN PANGAN

I. UMUM

Penyelenggaraan Pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar 
manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan dengan 
berdasarkan pada kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan. 
Hal itu berarti bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi pangan 
masyarakat sampai pada tingkat perseorangan, Pemerintah Daerah mempunyai 
tanggung-jawab untuk menentukan kebijakan pangan di daerah dengan menetapkan 
dan melaksanakan usaha yang sesuai dengan sumber daya yang dimilikinya. 
Pemenuhan konsumsi pangan tersebut hams mengutamakan produksi lokal dengan 
memanfaatkan sumber daya dan kearifan lokal secara optimal. Untuk mewujudkan 
hal tersebut, tiga hal pokok yang hams diperhatikan adalah (i) ketersediaan pangan 
yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal, (ii) 
keterjangkauan pangan dari aspek fisik dan ckonomi oleh seluruh masyarakat, serta 
(iii) pemanfaatan pangan atau konsumsi pangan dan gizi untuk hidup sehat, aktif, 
dan produktif.

Ketahanan Pangan merupakan kondisi terpcnuhinya pangan bagi rumah 
tangga yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah, 
maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Pangan merupakan hak azasi 
manusia, merupakan hal yang penting dan strategis. Undang-Undang Nomor 18 
Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan bahwa pemerintah bersama 
masyarakat mewujudkan ketahanan pangan bagi seluruh rakyatnya.

Upaya mewujudkan ketahanan pangan daerah harus bertumpu pada 
sumberdaya pangan lokal yang mengandung keragaman dan harus dihindari 
sejauh mungkin ketergantungan pada pemasukan pangan. Dalam rangka 
mewujudkan ketahanan pangan, maka seluruh sektor harus berperan seeara 
aktif dan berkoordinasi seeara rapi dengan Dewan Ketahanan Pangan Daerah, 
ketahanan pangan harus terwujud sampai pada pelosok desa. Ketahanan pangan 
tereermin pada ketersediaan pangan seeara nyata, maka harus seeara jelas dapat 
diketahui oleh masyarakat mengenai penyediaan pangan. Penyediaan pangan ini 
bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga yang terus terus 
berkembang dari waktu kewaktu. Untuk mewujudkan penyediaan pangan 
tersebut, perlu dilakukan pengembangan sistem produksi, efisiensi sistem usaha 
pangan, teknologi produksi pangan, sarana dan prasarana produksi pangan dan 
mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif.

Pemerataan ketersediaan pangan memerlukan pendistribusian pangan 
keseluruh wilayah bahkan sampai rumah tangga. Oleh sebab itu perwujudan 
distribusi pangan memerlukan suatu pengembangan transportasi, yang 
sistemnya melalui pengelolaan pada peningkatan keamanan terhadap 
pendistribusian pangan. Cadangan Pangan Masyarakat diwujudkan dengan 
eadangan pangan masyarakat dan eadangan pangan pemerintah daerah. 
Cadangan pangan pemerintah daerah dibatasi pada pangan tertentu yang 
bersifat pokok, karena tidak mungkin pemerintah daerah meneadangkan semua 
pangan yang dibutuhkan masyarakat. Cadangan Pangan Masyarakat terdiri dari 
cadangan pangan Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten, yang perwujudannya 
memerlukan inventarisasi eadangan pangan, memperkirakan kekurangan 
pangan dan keadaaan darurat, sehingga penyelenggaraan pengadaan dalam
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KETAHANAN PANGAN 

I. UMUM 

Penyelenggaraan Pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar 
manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan dengan 
berdasarkan pada kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan. 
Hal itu berarti bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi pangan 
masyarakat sampai pada tingkat perseorangan, Pemerintah Daerah mempunyai 
tanggung-jawab untuk menentukan kebijakan pangan di daerah dengan menetapkan 
dan melaksanakan usaha yang sesuai dengan sumber daya yang dimilikinya. 
Pemenuhan konsumsi pangan tersebut harus mengutamakan produksi lokal dengan 
memanfaatkan sumber daya dan kearifan lokal secara optimal. Untuk mewujudkan 
hal tersebut, tiga hal pokok yang harus diperhatikan adalah () ketersediaan pangan 
yang berbasis pada pemanfaatan sum ber daya lokal secara optimal, (ii) 
keterjangkauan pangan dari aspek fisik dan ckonomi oleh selu ruh masyarakat, serta 
(iii) pemanfaatan pangan atau konsumsi pangan dan gizi untuk hidup sehat, aktif, 
dan produktf. 

Ketahanan Pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah 
tangga yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah, 
maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Pangan merupakan hak azasi 
manusia, merupakan hal yang penting dan strategis. Undang-Undang Nomor 18 
Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan bahwa pemerintah bersama 
masyarakat mewujudkan ketahana.n pangan bagi seluruh rakyatnya. 

Upaya mewujudkan ketahanan pangan daerah harus bertumpu pada 
sumberdaya pangan lokal yang mengandung keragaman dan harus dihindari 
sejauh mungkin ketergantungan pada pemasukan pangan. Dalam rangka 
mewujudkan ketahanan pangan, maka seluruh scktor harus berperan secara 
aktif dan berkoordinasi secara rapi dengan Dewan Ketahanan Pangan Daerah, 
ketahanan pangan harus Lerwujud sampai pada pelosok desa. Ketahanan pangan 
tercermin pada ketersediaan pangan sccara nyata, maka harus secara jelas dapat 
diketahui oleh masyarakat mengenai penyediaan pangan. Penyediaan pangan ini 
bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga yang tcrus lerus 
berkembang dari waktu kewaktu. Untuk mewujudkan penyediaan pangan 
terse but, perlu dilakukan pen gem bangan sistcm produksi, cfisiensi sistem usaha 
pangan, teknologi produksi pangan, sarana dan prasarana produksi pangan dan 
mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif. 

Pemerataan ketersediaan pangan memerlukan pendistribusian pangan 
keseluruh wilayah bahkan sampai rumah tangga. Oleh scbab itu perwujudan 
distribusi pangan memerlukan suatu pengembangan transporta.si, yang 
sistemnya melalui pengclolaan pada peningkatan kcamanan terhadap 
pendistribusian pangan. Cadangan Pangan Masyarakat diwujudkan dengan 
cadangan pangan masyarakat dan cadangan pangan pemerintah daerah. 
Cadangan pangan pemerintah daerah dibatasi pada pengan tertentu yang 
bersifat pokok, karena tidak mungkin pemerintah daerah mencadangkan semua 
pangan yang dibutuhkan masyarakat. Cadangan Pangan Masyarakat terdiri dari 
cadangan pangan Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten, yang perwujudannya 
memerlukan inventarisasi cadangan pangan, memperkirakan kekurangan 
pangan dan kadaaan darurat, schingga penyclenggaraan pengadaan dalam 
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pengelolaan cadangan pangan dapat berhasil dengan baik. Cadangan Pangan 
Masyarakat dilakukan untuk menanggulangi masalah pangan dan disalurkan 
dalam bentuk mekanisme yang discsuaikan dengan kondisi wilayah dan rumah 
tangga. Namun penyaluran tersebut dilakukan dengan tidak merugikan 
kepentmgan masyarakat konsumen dan produsen. Reran dan tanggung jawab 
masyarakat dalam hal cadangan pangan dilakukan oleh lembaga swadaya 
masyarakat, organisasi masyarakat, swasta, koperasi dan/atau perorangan. 
Penganekaragaman pangan merupakan suatu hal yang harus ditingkatkan 
keanekaragaman pangannya, scjalan dengan teknologi pengolahan, yang 
bertujuan menciptakan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi aneka 
ragam pangan dengan prinsip gizi seimbang.

^a^am ^e§^at:an pencegahan dan penanggulangan n^asalah pangan perlu 
dilakukan perencanaan dan pelaksanaan program dan analisis serta evaluasi 
terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan pangan. Pencegahan 
masalah pangan dimaksudkan sebagai langkah anlisipatif untuk menghindari 
terjadmya masalah pangan. Dalam hal penanggulangan masalah pangan harus 
terlebih dahulu diketahui secara dini tentang kelebihan pangan, kekurangan
pangan dan ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan 
pangan.

Pemerintah Kabupaten dan/atau Pemerintah Desa berwenang
melaksanakan kebijakan ketahanan pangan di wilayahnya masing-masing, 
dengan memperhatikan pedoman, norma, standar dan kriteria yang ditetapkan 
Pemerintah Pusat. Di samping itu, Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah 

esa mendorong keikutsertaan masyarakat dalam ketahanan pangan dengan 
cara memberikan informasi dan pendidikan, membantu kelancaran, 
meningkatkan motivasi masyarakat serta meningkatkan kemandirian rumah 
tangga dalam meningkatkan ketahanan pangan.

Dalam mewujudkan ketahanan pangan dilakukan perumusan kebijakan, 
evaluasi dan pengendalian ketahanan pangan yang dilakukan dengan 
berkoordinasi dengan Dcwan Ketahanan Pangan Daerah. Atas dasar pemikiran
tersebut maka disusunlah Peraturan Daerah tentang Cadangan Pangan 
Masyarakat. & s

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas.

Pasal 2
Cukup Jelas.

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Ayat (1)

Ayat (2) 

Ayat (3)

Ayat (4)

Cukup jelas.

Cukup jelas

Yang dimaksud unsur masyarakat adalah kelompok masyarakat 
di daerah yang memiliki kontribusi dalam mewujudkan 
ketahanan pangan seperti: Kelompok Tani, Lembaga Swadaya 
Masyarakat, dan kelompok lainnya yang memiliki kepedulian di 
bidang pangan

Cukup Jelas.

pengelolaan cadangan pangan dapat berhasil dengan baik. Cadangan Pangan 
Masyarakat dilakukan untuk menanggulangi masalah pangan dan disalurkan 
dalam bentuk mekanismc yang disesuaikan dengan kondisi wilayah dan rumah 
tangga. Namun penyaluran tersebut dilakukan dengan tidak merugikan 
kepentingan masyarakat konsumen dan produsen. Peran dan tanggung jawab 
masyarakat dalam hal cadangan pangan dilakukan oleh lembaga swadaya 
masyarakat, organisasi masyarakat, swasta, koperasi dan/ a tau perorangan. 
Penganckaragaman pangan merupakan suatu hal yang harus ditingkatkan 
keanekaragaman pangannya, scjalan dengan teknologi pengolahan, yang 
bertujuan menciptakan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi aneka 
ragam pangan dengan prinsip gizi seimbang. 

Dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan masalah pangan perlu 
dilakukan perencanaan dan pelaksanaan program dan analisis serta evaluasi 
terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan pangan. Pencegahan 
masalah pangan dimaksudkan scbagai langkah antisipatif untuk menghindari 
tcrjadinya masalah pangan. Dalam hal penanggulangan masalah pangan harus 
terlebih dahulu diketahui secara dini tentang kelebihan pangan, kekurangan 
pangan dan ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan 
pangan. 

Pemerintah Kabupaten dan/ a tau Pemerintah Desa berwenang 
melaksanakan kebijakan ketahanan pangan di wilayahnya masing-masing, 
dengan memperhatikan pedoman, norma, standar dan kriteria yang ditetapkan 
Pemerintah Pusat. Di samping itu, Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah 
Desa mendorong keikutsertaan masyarakal dalam ketahanan pangan dengan 
cara memberikan informasi dan pendidikan, membantu kelancaran, 
meningkatkan motivasi masyarakat serta meningkatkan kemandirian rumah 
tangga dalam meningkatkan ketahanan pangan. 

Dalam mewujudkan ketahanan pangan dilakukan perumusan kebijakan, 
evaluasi dan pengendalian ketahanan pangan yang dilakukan dengan 
berkoordinasi dengan Dewan Ketahanan Pangan Dacrah. Atas dasar pemikiran 
tersebut maka disusunlah Peraturan Dacrah tentang Cadangan Pangan 
Masyarakat. 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 
Cukup Jelas. 

Pasal 2 
Cukup Jelas. 

Pasal 3 
Cukup jelas 

Pasal 4 
Ayat(l) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas 
Ayat (3) 

Yang dimaksud unsur masyarakat adalah kelompok masyarakat 
di daerah yang memiliki kontribusi dalam mewujudkan 
ketahanan pangan seperti: Kelompok Tani, Lembaga Swadaya 
Masyarakat, dan kelompok lainnya yang memiliki kepedulian di 
bidang pangan 

Ayat (4) 
Cukup Jelas. 
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Pasal 5
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Huruf a
Sistem produksi pangan yang bertumpu pada sumber 
daya, kelembagaan dan budaya lokal artinya suatu 
sistem produksi pangan yang diselenggarakan dengan 
mengoptimalkan sumber daya alam yang ada, yang 
terorganisir dalam suatu lemibaga serta tetap 
menghormati keberadaan budaya lokal.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Yang dimaksud bencana dalam pasal ini meliputi 
bencana alam dan serangan (explosi).

Pasal 5 
Ayat (1) 

Ayat (2) 

Ayat (3) 

Ayat (4) 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Cukup jelas 

Cukup jelas 

Huruf a 
Sistem produksi pangan yang bertumpu pada sumber 
daya, kelembagaan dan budaya lokal artinya suatu 
sistem produksi pangan yang diselenggarakan dengan 
mengoptimalkan sumber daya alam yang ada, yang 
terorganisir dalam suatu lembaga serta tetap 
menghormati keberadaan budaya lokal. 

Huruf b 
Cukup jelas. 

Huruf c 
Cukup jelas. 

Huruf d 
Cukup jelas. 

Huruf e 
Cukup jelas 

Huruf f 
Cukup jelas 

Cukup jelas. 
Pasal 6 

Cukup jelas. 
Pasal 7 

Cukup jelas. 

Pasal 8 
Cukup jelas. 

Pasal 9 
Cukup jelas. 

Pasal 10 
Cukup jelas. 

Pasal 11 
Cukup jelas. 

Pasal 12 
Cukup jelas. 

Pasal 13 
Ayat(l) 

Huruf a 
Cukup jelas. 

Huruf b 
Cukup jelas. 

Huruf c 
Cukup jelas. 

Huruf d 
Yang dimaksud bencana dalam pasal ini meliputi 
bencana alam dan serangan (explosi). 
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Humf e
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Ayat (2) 

Huruf e 
Cukup jelas. 

Cukup jelas. 
Pasal 14 

Cukup jelas. 

Pasal 15 
Cukup jelas. 

Pasal 16 
Cukup jelas. 

Pasal 17 
Cukup jelas. 

Pasal 18 
Cukup jelas. 

Pasal 19 
Cukup jelas. 

Pasal 20 
Cukup jelas. 

Pasal 21 
Cukup jelas. 

Pasal 22 
Cukup jelas. 

Pasal 23 
Cukup jelas. 

Pasal 24 
Cukup jelas. 

Pasal 25 
Cukup jelas. 

Pasal 26 
Cukup jelas. 

Pasal 27 
Cukup jelas. 

Pasal 28 
Cukup jelas. 

Pasal 29 
Cukup jelas. 

Pasal 30 
Cukup jelas. 

Pasal 31 
Cukup jelas. 

Pasal 32 
Cukup jelas. 

Pasal 33 
Cukup jelas. 

Pasal 34 
Cukup jelas. 

Pasal 35 
Cukup jelas. 



Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

V

Pasal 36 
Cukup jelas. 

Pasal 37 
Cukup jelas. 

Pasal 38 
Cukup jelas. 

Pasal 39 
Cukup jelas. 

Pasal 40 
Cukup jelas. 

Pasal 41 
Cukup jelas. 

Pasal 42 
Cukup jelas. 

Pasal43 
Cukup jelas. 

Pasal 44 
Cukup jclas. 

Pasal 45 
Cukup jelas. 

Pasal 46 
� Cukup jelas. 

Pasal 47 
Cukup jelas. 

Pasal48 
Cukup jelas. 

Pasal 49 
Cukup jelas. 

Pasal 50 
Cukup jelas. 

Pasal 51 
Cukup jclas. 

Pasal 52 
Cukup jelas. 

Pasal 53 
Cukup jelas. 

Pasal 54 
Cukup jelas. 

Pasal 55 
Cukup jelas. 

Pasal 56 
Cukup jelas. 

Pasal 57 
Cukup jclas. 

Pasal 58 
Cukup jelas. 

Pasal 59 
Cukup jelas. 
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Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.
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Pasal 60 
Cukup jelas. 

Pasal 61 
Cukup jelas. 

Pasal62 
Cukup jelas. 

Pasal63 
Cukup jelas. 

Pasal 64 
Cukup jelas. 

Pasal 65 
Cukup jelas. 

Pasal 66 
Cukup jelas. 

Pasal 67 
Cukup jelas. 

Pasal68 
Cukup jelas. 

Pasal 69 
Cukup jelas. 

Pasal 70 
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Cukup jelas. 
Pasal 71 

Cukup jelas. 
Pasal 72 

Cukup jelas. 
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